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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganlisis konsekuensi logis dari Surat keterangan
catatan kepolisian (SKCK) sebagai salah satu proponent screening dalam upaya
mendapatkan pekerjaan terhadap mantan narapidana. Adapun yang menjadi
rumusan masalah dalam penelitian ini Pertama bagaimana konsep labelling
terhadap mantan narapidana melalui SKCK, Kedua.bagaiman dampak labelling
melalui SKCK terhadap mantan narapidana dalam mendapatkan pekerjaan,
Ketiga.apa urgensi penghapusan SKCK sebagai syarat dalam mendapatkan
pekerjaan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah empiris dengan
menggunakan data serta bahan hukum yang dibagi atas primer, sekunder dan
tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan actual behaviour pada
residivis yang memiliki pengalaman menggunakan SKCK sebagai salah satu syarat
melamar pekerjaan. Penelitian ini memberikan tiga hasil, yaitu Pertama. SKCK
merupakan labelisasi dan stigmanisasi yang dilegalitaskan oleh pemerintah melalui
PERKAPOLRI No. 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerbitan SKCK. Kedua.
SKCK sebagai salah satu proponent screening yang dinilai penting secara realita
menghambat mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan karena menjadi sala
satu pertimbangan sekaligus catatan buruk. Ketiga. Pembentukan PERKAPOLRI
No. 6 Tahun 2023 dalam tatatanan hirarki peraturan perundang-undangan
menimbulkan ambiguitas dan kecacatan hukum. Hal ini didasarkan pada nilai-nilai
diskriminasi dan menjadi maligna atau penyakit unhumanitarian yang tersebar
secara sistematis melalui legalisasi labeling.

Kata Kunci : Surat Keterangan Catatan Kriminal, Mantan Narapidana, dan

Pekerjaan
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pekembangan tujuan penghukuman bagi pelaku tindak pidana dewasa
ini menurut Sahardjo yang meletakan tujuan pemidanaan bukanlah semata-
mata tindak balas dendam yang dilakukan oleh negara terhadap terpidana,
melainkan tujuan pemidanaan untuk melindungi kepentingan terpidana sebagai
warga negara yang berguna dan supaya terpidana dapat diterima kembali
dimasyarakat., sehingga penerapan sanksi tidak menyisakan penderitaan,

masalah ekonomi, keluarga dan stigma kepada mantan narapidana.*

Mengutip pendapat John Delaney, pengintegrasian kembali mantan
narapidana ke dalam Masyarakat merupakan suatu uapaya yang harus
dilakukan lewat tahapan self-realisation process, yaitu satu proses yang
memperhatikan dengan seksama pengalaman, nilai-nilai, pengharapan dan
cita-cita narapidana, termasuk di dalamnya latar belakang budaya,

kelembagaan dan kondisi Masyarakat dari mana ia berasal.?

Pemikiran Delaney terkait dengan pengintegrasian mantan narapidana
dengan nilai-nilai  yang hendak dituju sesuai dengan konsep

diselenggarakannya lembaga pemasyarakatan (LP) di Indonesia. Melihat pada

! “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan,” last
modified 2017, https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_pemasyarakatan.pdf.

2 Kuat Prayitno Puji, “RESTORATIVE JUSTICE UNTUK PERADILAN DI
INDONESIA (Persfektip Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto,” Jurnal
Dinamika Hukum 12 (2012): 408.



tujuan dibentuknya UU No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan
diselanggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar
menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak
mengulangi tindakan pidana sehingga dapat kembali diterima di Masyarakat
dan dapat berperan kembali sebagai anggota Masyarakat yang bebas dan

bertanggungjawab.

Pengintegrasian mantan narapidana juga ditegaskan di dalam UU No.
1 Tahun 2023 tentang perubahasan atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
pada Pasal 51 huruf (b) yang menegaskan bahwa tujuan pemidanaan adalah
untuk “Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan

pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna’.

Aspek penting pemberian Pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah
melalui lembaga pemasyarakatan secara konseptual tidak terlepas dari adanya
tujuan agar mantan narapidana memenuhi hak dan kewajibannya sebagai
individu. Pemulihan hak mantan narapidana pasca menjalani hukumannya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memberikan beban kepada pemerintah
untuk menjamin pemenuhan hak-hak sebagaimana yang tertuang di dalam

konsitusi.

Realita tujuan pelembagaan masyarakat yang begitu mulia terhadap
mantan narapidana secara nyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam

pandangan Ahmad Shobrianto, meletakan mantan narapidana sebagai suatu



subjek masyarakat yang dianggap bermasalah sehingga kerap kali diberikan

label dengan sebutan ‘penjahat’ serta penolakan dalam interaksi sosial.?

Dampak berkelanjutan pemberian label kepada mantan narapidana
dalam konteks kriminologi meletakan labeling sebagai salah satu faktor
terjadinya residivis atau pengulangan tindak pidana. Menurut Becker dalam
study sociology of crime setelah individu mendapatkan julukan menyimpang,
maka mereka akan terus menyimpang dan menjadi sulit untuk melepaskan
julukan tersebut karena orang lain telah melihatnya susuai dengan label yang

diberikan.*

Lebih jauh lagi, pemberian labeling tidak hanya dilakukan oleh
sekelompok masyarakat, tetapi juga dilakukan oleh pemerintah melalui Surat
Keterangan Catatan Kepolisian, dalam penelitian ini selanjutnya disebut
SKCK. Pada dasarnya SKCK merupakan surat keterangan resmi yang
diterbitkan oleh instansi Polri yang berisikan catatan kejahatan seseorang.
Keberadaan SKCK membuktikan bahwa label yang diberikan pemerintah
kepada pelaku kejahatan yang juga berdampak pada mantan narapidana atau
pelaku kejahatan cenderung tidak mampu kembali kemasyarakat dan menjadi

warga negara yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Handoyo dan Muyassaroh terkait

dampak dari SKCK pada mantan narapidana dalam bidang ekonomi,

3 Ahmad Shobrianto, “Proses Konsep Diri Mantan Narapidana (Studi Fenomenologi
Anggota Komunitas Dedikasi Mantan Narapidana Untuk Negeri),” Kajian Moral dan
Kewarganegaraan 11, no. 2 (2023).

4 Ahmadi dadi H. Nur’aini Aliyah Dan, “Teori Penjulukan,” Mediator 6 (2005): 298.



menyimpulkan bahwa dengan adanya /abeling melalui SKCK kepada mantan
narapidana, menyebabkan permasalahan tersendiri bagi mantan narapidana

untuk mendapatkan pekerjaan.®

Dampak berkelanjutan dari labeling oleh pemerintah melalui SKCK
berpotensi menyebabkan mantan narapidan melakukan pengulangan tindak
pidana atau residivis. Dibuktikan dengan penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Yola karelina dan Muh. Endriyo Susila bahwa faktor banyaknya
narapidana residivis karena adanya cap dari pemerintah melalui SKCK maupun
masyarakat. Mantan narapidana cendereung memutuskan untuk melakukan
tindak pidana lagi, dan tidak masalah jika harus kembali di hukum dan
menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Bahkan menurut mereka,
lembaga pemasyarakatan menjadi tempat yang lebih nyaman karena mereka
dapat berbaur dengan narapidana lain tanpa mendengar cap jelek atau stigma

seperti yang mereka rasakan ketika berada di tempat tinggalnya.®

Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian
Republik Indonesia sebagai keperluan karena adanya ketentuan yang
mempersyaratkan sejatinya telah bertentangan dengan hak konstitusional
mantan naripadana terutama pada pasal pasal 27 ayat (2) “Tiap-tiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

pasal ini menjelaskan bahwa negara melindungi hak setiap warga negara untuk

5> Handoyo dan Muyassaroh, “Dampak Labelling Pada Mantan Napi: Pengangguran Atau
Pencuri,” Paradigma 2 (2014): 3-4.

6 Karelina dan Susila, “Tasikmalaya, Faktor Kriminologi Narapidana Residivis Pencurian
Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota,” Indonesian Journal Of Criminal Law and
Criminology 2 (2021): 115-125.



mendapatkan perlindungan tentang kehidupan yang layak dan pekerjaan yang
layak.” Hal ini tidak terkecuali mantan narapidana yang juga sebagai warga

negara Indonesia.

Pelanggaran hak asasi manusia bagi mantan narapidana melalui SKCK
tidak hanya pada pasal 27 ayat (2) saja, melainkan pula pada pasal 281 ayat (2)
setiap orang berhak bebas dari perlakukan diskriminatif atas dasar apa pun dan
berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat

diskrimnatif.

Tentu pemberian label buruk tersebut mendatangkan beban batin bagi
diri mantan narapidana serta keluarganya. Sehingga menyandang predikat
sebagai mantan narapidana merupakan beban yang amat berat dan membuat
para penyandang status mantan narapidana harus mampu beradaptasi kembali
serta memiliki kekuatan untuk bertahan menghadapi kesulitan dan rintangan

dalam kehidupan bermasyarakat.

Jika hal ini terus terjadi dimana mantan narapidana tidak dapat
menemukan pekerjaan sebagai sumber penghasilan kemungkinan besar
menyebabkan mereka akan kembali melakukan tindak kejahatan. Ketika hal ini
pada akhirnya terjadi, kesalahan tidak terletak pada pelaku kejahatan saja
namun juga pada sistem yang ada di Masyarakat dimana tidak adanya

pemberian kesempatan dan kepercayaan kepada mantan pelaku kejahatan.

7 Pasal 27 ayat (2) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Berlandaskan argumentasi yang menjadi landasan pemikiran penulis
seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melihat
bagaimana dampak labeling terhadap mantan narapidana melalui SKCK
dengan judul mengangkat judul “Urgensi Penghapusan Peraturan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang
Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Sebagai Syarat Dalam
Mendapatkan Pekerjaan: Dampak Labeling terhadap mantan

Narapidana”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep labeling terhadap mantan narapidana melalui Surat
Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)?

2. Bagaimana dampak labeling melalui Surat Keterangan Catatan Kepolisian
terhadap mantan narapidana dalam mendapatkan pekerjaan (SKCK)?

3. Apa urgensi penghapusan Peraturan Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun
2023 Tentang Surat Keterangan Catatan Kepolisian sebagai syarat dalam
mendapatkan pekerjaan?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diketahui tujuan dari
penelitian tersebut adalah berikut:
1. Untuk menganalisis bagaimana konsep [labeling terhadap mantan

narapidana melalui Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).



2. Untuk menganalisis bagaimana dampak labeling melalui Surat Keterangan
Catatan Kepolisian (SKCK) terhadap mantan narapidana dalam
mendapatkan pekerjaan.

3. Untuk menganalisis apa urgensi penghapusan Peraturan Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Surat Keterangan
Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai syarat dalam mendapatkan pekerjaan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
Dengan selesainya penelitian tesis ini diharapkan dapat
memberikan  sumbangan pemikiran untuk meningkatkan atau
mengembangkan pembaharuan terutama didalam hukum pidana, serta
sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat untuk
memperoleh gelar Magister Strata Dua pada Fakultas Hukum Universitas

Islam Indonesia.

2. Manfaat Praktis
Penulisan ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat sebagai
referensi dan untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan bagi
penulis dan pihak terkait dengan masalah yang diteliti yaitu Urgensi
Penghapusan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2023 Tentang Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
Sebagai Syarat Dalam Mendapatkan Pekerjaan: Dampak labeling

Terhadap Mantan Narapidana.



E. Tinjauan Pustaka

Tema penelitian dengan rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas,
sepanjang hasil tinjauan dan pengamatan peneliti belum pernah diteliti secara
khusus dan mendalam oleh para penstudi hukum dalam bentuk tesis, khususnya
di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Minimnya
literatur yang membahas Urgensi Penghapusan Peraturan Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Surat Keterangan Catatan
Kepolisian (SKCK) Sebagai Syarat Dalam Mendapatkan Pekerjaan: dampak
labeling terhadap mantan narapidana, maka penulis melakukan pendekatan
penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh beberapa peneliti luar. Sehingga
penelitian dan pembahasan yang saat ini penulis dalami menjadi novelty untuk
pembaharuan hukum di Indonesia. Adapun penelitian yang berkaitan dengan

penelitian yang saat ini penulis kaji.

No Nama Tahun Perbandingan dengan penelitian

Penulis sebelumnya

1 | A. Srikandi 2021 Tesis yang berjudul “Pengaruh Labeling
MPB Terhadap Mantan Narapidana Dalam Lingkup
Dunia Kerja Pada Perusahaan Di Sulawesi
Selatan”. Pokok pembahasan penulis adalah
tentang urgensi penghapusan peraturan
kepolisian Negara Republik Indonesia tentang

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)




sebagai syarat dalam mendapatkan pekerjaan
dan dampak yang ditimbulkan akibat
hadirnya SKCK. Yang menjadi pembeda
adalah dalam tesis ini tidak membahas terkait
penghapusan peraturan kepolisian Negara
Republik Indonesia nomor 6 tahun 2023
tentang Surat Keterangan Catatan Kepolisian
(SKCK) sebagai syarat dalam mendapatkan

pekerjaan.

Muyassaroh

2014

Jurnal yang berjudul “Dampak Labeling Pada
Mantan Napi: Pengangguran atau Pencuri”.
Pokok pembahasan penulis adalah tentang
dampak labeling terhadap mantan narapidana
melalui  Surat  Keterangan  Catatatan
Kepolisian (SKCK). Yang menjadi pembeda
adalah dalam jurnal ini membahas dampak
labeling terhadap mantan narapidana secara
umum dan tidak mengkaji dampak labeling
terhadap mantan narapidana melalui perspektif

tujuan pemidanaan dan hak asasi manusia.

Marti

Rovira

2023

Jurnal yang berjudul “The Global Rise Of
Criminal Background Checks”. Pokok

pembahasan penulis adalah menggagaskan




untuk penghapusan SKCK sebagai syarat
dalam mendapatkan pekerjaan. Yang menjadi
pembeda adalah dalam jurnal ini tidak
mengkaji terkait upaya yang dilakukan untuk
mengatasi dampak dari pemeriksaan latar

belakang seseorang.

Berdasarkan pada tabel tinjauan pustaka diatas maka dapat dilihat
bahwa belum ada penelitian yang mengkaji dan membahas terkait dengan
Urgensi Penghapusan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2023 Tentang Surat Keterangan Catatan Kepolisian Sebagai Syarat
Dalam Mendapatkan Pekerjaan: Dampak [labeling Terhadap Mantan
narapidana. Sehingga penelitian ini sebagai novelty penulis untuk memberikan
kontribusi hukum dan mengkaji terkait dengan judul Urgensi Penghapusan
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
Tentang Surat Keterangan Catatan Kepolisian Sebagai Syarat Dalam
Mendapatkan Pekerjaan: Dampak Labeling Terhadap Mantan Narapidana.

F. Kerangka Teori

1. Teori Labeling

Teori labeling dicetus pertama kali oleh Howard S. Becker pada
tahun 1963, teori ini bermula dari reaksi sosial yang dimana adanya
pemberian label atau cap kepada seseorang oleh sekelompok masyarakat

sehingga label atau cap tersebut mempengaruhi konsep diri atau self

10



concept dan perilaku orang tersebut sesuai dengan apa yang telah
dilabelkan oleh orang lain. Seseorang yang diberi label negatif akan
cenderung melanjutkan perilaku menyimpang yang dilabelkan pada
dirinya. Teori ini juga menyoroti bahwa proses kriminalisasi bisa
menciptakan stigmatisasi terhadap individu yang dapat berpengaruh pada
identitas dan perilaku mereka.

labeling merupakan reaksi sosial terhadap seseorang yang
dianggap melakukan perilaku menyimpang atau bertentangan dengan
norma sehingga label atau cap tersebut mempengaruhi “self concept” dan
seseorang yang diberi label akan mengalami perubahan peranan dan

cenderung akan berlaku seperti label yang diberikan kepadanya.®

Proses terjadinya suatu /abeling adalah dimulai dengan seseorang
yang melakukan suatu pelanggaran atau perilaku yang dianggap melanggar
norma atau aturan sosial. Hal ini dapat mencakup semua jenis pelanggaran,

mulai dari tindakan kriminal hingga pelanggaran norma-norma sosial.’

Teori labelling melihat adanya bahwa kadang-kadang manusia
adalah korban tak berdaya dari interpretasi atau label yang diberikan

seorang lain sedemikian rupa sehingga identitas sosial mereka dapat

8 Novembri Satria Amry Muh Ardilla, “Analisis Bentuk Labelling Terhadap Mantan
Narapidana Narkotika Di Kelurahan Kampung Jawa, Kota Solok, Sumatera Barat,” Deviance Jurnal
Kriminologi 5 (2021): 118—135.

® Dkk Hisyam, Nuraini, “KRIMINALISASI NARKOBA: DITINJAU DARI TEORI
LABELING PADA PELAKU PERDAGANGAN NARKOBA DI LAPAS PEREMPUAN,”
SABANA (Sosiologi, Antropologi dan Budaya Nusantara) 2 (2023): 134.
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dipaksakan kepada mereka sekalipun bertentangan dengan kemaun
mereka.
2. Teori Pemidanaan

Pemidanaan adalah penerapan bentuk-bentuk sanksi pidana yang
telah diterapkan secara yuridis dan legal formal.'"® Teori pemidanaan
memaparkan dasar-dasar pembenaran ilmiah dalam menjatuhkan sanksi
pidana termasuk adanya paham yang menentang pemidanaan yang
bertumpu pada keberatan biologis, keberatan religius, dan sosial. Dalam
literatur hukum pidana, beberapa pakar hukum pidana menggunakan
beberapa istilah yang berbeda dalam menyebutkan teori pemidanaan,
sehingga melahirkan beberapa teori antara lain:
a. Teori Pembalasan (velgelldings theorien)

Pada pemidanaan, teori pembalasan memiliki arti jika
pemidanaan adalah sebuah sarana untuk melancarkan pembalasan
terhadap kejahatan seorang pelaku kejahatan. Maka seorang yang
sudah melakukan kejahatan bisa dibalas dengan alat pemidanaan
terhadap perbuatan kejam yang dilakukan. Kejahatan haruslah
setimpal dengan penjatuhan saknsi pidana, misalkan seorang
pembunuh harus dihukum mati supaya setimpal dengan kejahatan
yang dilakukan.!

b. Teori relatif atau tujuan (doel theorien)

19p A F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2013): 182.

! Dulfi Muis, “Dinamika Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Peredaran
Narkotika Oleh Anak,” Maksigama 10, no. 1 (2017): 107.
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Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir
sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar tujuan pidana
menurut teori realtif bukan sekedar pembalasan akan tetapi untuk
menjalankan tertib masyarakat serta untuk pencegahan terjadinya
kejahatan. Bentuk pidana berbeda-beda, menakutkan, memperbaiki,
serta membinasakan. Prevensi umum menginginkan upaya orang-
orang pada umumnya tidak melangsungkan delik. Sedangkan prevensi
khusus memiliki tujuan untuk dapat mencegah niat buruk seorang
pelaku (dader), mencegah seorang pelanggar untuk mengulangi
perbuatannya, serta mencegah cikal bakal pelanggar melangsungkan
perbuatan jahat yang telah direncanakannya.'?

c. Teori gabungan (vereningings theorien)

Teori gabungan yaitu gabungan dua teori di atas. Gabungan
dua teori tersebut mengajarkan jika penjatuhan hukuman yaitu untuk
mempertahankan tata tertib hukum didalam masyarakat serta untuk
membenahi karakter si penjahat. Aliran ini lahir bagai jalan keluar dari
teori imbalan serta teori maksud atau tujuan yang belum bisa
memberikan efek yang memuaskan. Aliran ini berdasarkan pada target
pembalasan serta melindungi ketertiban di masyarakat yang
dilaksanakan dengan teratur. Sehingga haruslah digambarkan dan

diuraikan terlebih dulu tujuan pemidanaan yang diinginkan bisa

12 Aditya Rozah Umi, 4S4S DAN TUJUAN PEMIDANAAN DALAM PERKEMBANGAN
TEORI TUJUAN PEMIDANAAN (Semarang: Penrbit Pustaka Magister, 2015): 115 .
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menopang terwujudnya tujuan itu. Lalu kemudian bertolak dan
memusat pada tujuan itu bisa diimplementasikan cara, sarana serta
tindakan apa yang akan dipergunakan. Hingga jelas kebijaksanaan
yang utama harus diikutsertakan pada rencana strategi dalam bidang
pemidanaan yaitu memastikan tujuan penjatuhan pidana terhadap
terpidana.®
Melihat tujuan pemidanaan Sahetapy mengemukakan bahwa
tujuan pemidanaan tersebut sangat penting, karena hakim harus
merenungkan aspek pidana/pemidanaan dalam kerangka tujuan
pemidanaan tersebut dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan
dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi
timbal balik antara si pelaku dengan si korban.*
Teori Hak Asasi Manusia
Secara yuridis pengaturan mengenai HAM di Indonesia diatur
dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 bahwa,
Hak asasi manusia adalah separangkat hak dasar yang melekat pada
hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.*

13 Henny C Kamea, “Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di

Indonesia,” Lex Crimen 2, no. 2 (2013): 48-49.

14 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bhakti,

2013): 184.

Manusia

15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi
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Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas timbul dari
nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang megatur perilaku
manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Apapun yang diartikan
atau dirumuskan dengan hak asasi, fenomena tersebut tetap merupakan
manifestasi dari nilai-nilai yang kemudian dikonkretkan menjadi kaidah
dan norma.*®

HAM membahas tentang aspek kehidupan manusia. Hak asasi
manusia ada bukan untuk kebaikan masyarakat ataupun bangsa, tetapi
untuk kepentingan martabat manusia. Persepsi tentang itu menunjukkan
keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
Negaralah yang bertanggung jawab secara hukum atas pelaksanaan hak
asasi manusia di wilayahnya masing-masing. Dalam konteks ini, peran dan
tanggung jawab negara menjadi sangat penting dalam memenuhi
kewajiban konstitusionalnya: kewajiban untuk mengakui, menghormati,
melindungi, memenuhi, dan menegakkan hak asasi manusia.'’

Mengutip pemikiran Mariam Budiardjo hak asasi manusia adalah
hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya
bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat.
Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama,

golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari

16 Achmad Isnawidiawinarti Nurul Andi Matompo S Osgar, Muliadi, HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA (Malang: Intrans Publishing, 2018): 14.

17 Christanugra Philip, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi
Manusia Menurut Hukum Internasional,” Lex Administratum IV (2016): 34.
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semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh
kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.®
G. Definisi Operasional
Untuk memberikan penjelasan serta batasan dalam pengerjaan penelitan
ini, oleh karena itu peneliti sertakan definisi operasional sebagai cakupan
penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Labeling adalah pemberian julukan, cap, merek yang diberikan masyarakat
kepada seseorang.!” Dalam penelitian ini labeling adalah yaitu stigma
negatif yang diberikan terhadap mantan narapidana melalui SKCK.

2. Mantan Narapidana adalah orang yang pernah melanggar norma-norma
yang berlaku dimasyarakat dan telah selesai menjalani hukuman yang
dijatuhkan kepadanya. Menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara
pidana, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan
narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana atau hukuman
dalam penjara (Lembaga Pemasyarakatan).*

3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah surat keterangan
resmi yang diterbitkan oleh Polri melalui fungsi intelkam yang berisikan

catatan kejahatan seseorang.’!

18 Mariam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia, 1985): 120.

19 Ahmadi dan Nur’aini, “Teori Penjulukan,” Komunikasi (2005): 299.

20 Setiawan Widagdo, Kamus Hukum (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012): 352.

2! Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 18 Tahun 2024 Tentang
Tata Cara Penerbitan SKCK
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4. Pekerjaan adalah aktivitas pokok yang pada umumnya dilakukan oleh

masyarakat. Bekerja dalam masyarakat dimaksudkan untuk mendapatkan

penghasilan yang digunakan untuk membiayi kebutuhan sehari-hari.?

H. Metode Penelitian

1.

3.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang penulis gunakan didalam penelitian ini
adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan
penelitian lapangan, yakni data yang diperoleh langsung dari Masyarakat
sebagai sumber pertama dengan melakukan penelitian lapangan, yang
dilakukan melalui pengamatan (observasi) dan wawancara,. Penelitian
hukum empiris dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas
hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi
hukum.?
Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Surat Keterangan Catatan
Kepolisian Sebagai Syarat Dalam Mendapatkan Pekerjaan yang dimana
pada penelitian ini berfokus pada dampak dari Surat Keterangan Catatan
Kepolisian sebagai syarat dalam mendapatkan pekerjaan terhadap mantan
narapidana.

Pendekatan Penelitian

2009): 3.

2 Iman Soepono, Hukum Perburuhan-Bidang Hubungan Kerja (Jakarta: Djambatan,

2 Tbrahim Johny Efendi Jonaedi, Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris,

Pertama. (Jakarta: Kencana, 2016): 159.
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Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris
merupakan pendekatan Sosio-Legal (socio legal approach) sehingga yang
menjadi bahan kajian dalam pendekatan tersebut adalah mengutamakan
kajian dampak labelling terhadap mantan narapidana melalui SKCK dalam
mendapatkan pekerjaan. Pendekatan empiris melingkupi pendekatan
sosiologi hukum guna menganalisis serta mendapatkan jawaban mengenai
keefektifan bekerja hukum pada struktur intitusional hukum di
masyarakat. Pengaruh Ilmu sosial terhadap disiplin hukum adalah kalimat
kunci yang sesuai sebagai pembuka pembicaraan mengenai jenis
penelitian yang satu ini, yaitu penelitian hukum empiris.?*

4. Data Penelitian

Data yang digunakan oleh penulis dalam menelaah penelitian
hukum empiris ialah dengan menggunakan data primer serta data
sekunder. Adapun yang menjadi data perimer dan data sekunder yaitu:

a. Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber utama. Data
primer dapat diperoleh melalui responden serta informan pada Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) Indonesia dan Kepala
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, Narapidana
Residivis, Mantan Narapidana Serta beberapa perusahaan yang ada di

Yogyakarta.

24 Defti Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Karakteristik
Khas Dari Metode Penelitian Hukum,” Fiat Justisia Jurnal Illmu Hukum 8, no. 1 (2014): 27.
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b. Data sekunder adalah bahan hukum yang merupakan data penting atau
krusial pada penelitian ini, yang berarti jika data sekunder mempunyai
otoritas yang tersusun dari perundang-undangan, dokumen resmi
negara, serta catatan resmi yang lalu direlevansasikan dengan data
empiris guna dapat menunjang penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian penulisan tesis ini dilakukan di Jakarta, yaitu di
kantor pusat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, JI. Latuharhary No.4b,

RT.1/Rw.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus

Ibukota Jakarta 10310 dan di kantor lembaga pemasyarakatan kelas IT A

Yogyakarta, JI. Tamansiswa No 6 Yogyakarta.

6. Metode Pengumpulan Data

a) Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan daa sekunder, yaitu
dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah
ilmiah, kamus, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau
bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier.?®

b) Teknik Pengumpulan Data Primer

25 Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum’ (Mataram- NTB: Mataram University Press):
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Teknik pengumpulan data primer yaitu penelitian ini dilakukan
langsung di lapangan dengan melakukan wawancara di Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Narapidana Residivis Kelas I1
A Kota Yogyakarta. Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya
jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber
atau informan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

. Pengelolaan dan Analisis Data

Data yang didapatkan oleh penulis baik itu data primer maupun
sekunder, peneliti kelola dan mengatur dengan menggunakan analisis data
kualitatif, komprehensif dan lengkap, diharapkan agar bisa menghasilkan
sebuah penelitian yang sangat memuaskan dengan logika penelitian
hukum induktif yang berasal dari hal umum ke hal khusus. Sehingga data
yang didapatkan dari /ive case study bahan terkait problematika atau
permasalahan hukum yang sedang diteliti dan data disajikan dengan
deskriftif analistis. Sehingga mampu memudahkan penulis untuk mengkaji
terhadap Urgensi Penghapusan Peraturan Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Surat Keterangan
Catatan Kepolisian (SKCK) Sebagai Syarat Dalam Mendapatkan
Pekerjaan: Dampak Labeling Terhadap Mantan Narapidana. hukum
primer dan sekunder yang kemudian kelanjutannya data itu ditata dan
disusun dengan cara sistematis dan logis guna untuk memperoleh

gambaran umum.

20



L.

Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah bagi para pembaca dalam memahami penulisan
tesis ini maka sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut:

Bab Pertama, Berisi tentang Pendahuluan yang dibagi menjadi 6
(enam) sub bagian pokok bahasan yaitu latar belakang, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, landasan teori, metode
penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Berisi tentang teori yang akan menjadi pedoman dalam
penelitian ini, Adapun teori yang akan eksplanasi lebih lanjut pada bab kedua
yaitu teori labelling, teori tujuan pemidanaan, dan teori hak asasi manusia

Bab Ketiga, Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan : pertama
adalah tentang bagaimana konsep /abeling terhadap mantan narapidana melalui
SKCK, yang kedua dampak labeling terhadap mantan narapidana melalui
SKCK dalam mendapatkan pekerjaan dan yang ketiga urgensi penghapusan
SKCK sebagai syarat dalam menapatkan pekerjaan.

Bab Keempat, Berisi tentang penutup ini akan disampaikan
kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi berdasarkan hasil penelitian

yang bermanfaat bagi perkembangan hukum Indonesia.
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BAB 11

LABELING, TUJUAN PEMIDANAAN, DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Labeling

1.

Pengertian Labeling

Ide dasar lebeling secara konseptual diartikan sebagai pemberian
stigma atau penjulukan negatif yang diberikan oleh kelompok kepada
individu berdasarkan ciri-ciri yang dianggap minoritas oleh suatu kelompok
masyarakat. Labeling cenderung diberikan pada orang yang memiliki
penyimpangan perilaku yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat.?

Menurut Becker, /labeling merupakan reaksi sosial terhadap
seseorang yang dianggap melakukan perilaku menyimpang atau
bertentangan dengan norma sehingga label atau cap tersebut mempengaruhi
“self concept” dan seseorang yang diberi label akan mengalami perubahan
peranan dan cenderung akan berlaku seperti label yang diberikan
kepadanya.?’

Labeling juga dapat diartikan stigma negatif yang melekat pada
individu yang mengakibatkan seseorang yang diberi label akan mengalami
penyimpangan sesuai dengan label dikucilkan dan diasingkan dari
lingkungan sosialnya.

Teori Labeling

26 Sujono, Synopsis Kriminologi (Bandung: Mandar Madju, 1994): 75.
27 Amry Muh Ardilla, “Analisis Bentuk Labelling Terhadap Mantan Narapidana Narkotika

Di Kelurahan Kampung Jawa, Kota Solok, Sumatera Barat” Deviance Jurnal Kriminologi (2021):

129.
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Teori labeling dicetus pertama kali oleh Howard S. Becker pada
tahun 1963, teori ini bermula dari reaksi sosial yang dimana adanya
pemberian label atau cap kepada seseorang oleh sekelompok masyarakat
sehingga label atau cap tersebut mempengaruhi konsep diri atau self
concept dan perilaku orang tersebut sesuai dengan apa yang telah
dilabelkan oleh orang lain. Seseorang yang diberi label negatif akan
cenderung melanjutkan perilaku menyimpang yang dilabelkan pada
dirinya. Teori ini juga menyoroti bahwa proses kriminalisasi bisa
menciptakan stigmatisasi terhadap individu yang dapat berpengaruh pada
identitas dan perilaku mereka. %

Teori labeling, yang juga dikenal sebagai teori penjulukan,
menyoroti konsekuensi dari label sosial yang melekat pada individu dan
dampaknya terhadap identitas dan perilaku mereka. Teori ini menekankan
bahwa individu yang diberi label negatif seperti “penjahat” atau “pelanggar
hukum” cenderung mempertahankan atau bahkan memperkuat perilaku
kriminal mereka sebagai respons terhadap stigmatisasi sosial yang mereka

alami.?

Menurut pemikiran Howard S. Becker dalam buku Puti dan Andika
yang berjudul Kriminologi sebab-sebab terjadinya kejahatan, menjelaskan

bahwa kajian terhadap teori labeling lebih ditekankan pada dua aspek,

B Ibid
» Yusuf Hudi & Fitriah riah, “Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Sistem

Peradilan Pidana Indonesia: Sebuah Analisis,” Intelek dan Cendekiawan Nusantara 1 (2024):

1500.
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yaitu:3°

a. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh
label atau cap. Persoalan ini memperlakukan labelling sebagai
dependent variable dan keberadaannya memerlukan penjelasan.
Labeling disini maksudnya ialah pemberian cap sebagai dari reaksi
masyarakat

b. Efek dari labeling terhadap perilaku yang menyimpang berikutnya.
Persoalan ini ialah bagaimana labelling dapat mempengaruhi perilaku
seseorang Ketika diberi label. Labeling sebagai indepentend variable,

seseorang yang diberi label akan mendalami label tersebut.

Pandangan teori labeling ini memiliki perbedaan orientasi tentang
kejahatan dengan teori-teori lain, jika teori-teori lain melakukan pendekatan
dari sudut statistik, patologis atau pandangan yang bersifat relatif, para
penganut teori labeling ini memandang para kriminal bukan sebagai orang
yang bersifat jahat yang terlibat pada suatu perbuatan-perbuatan yang salah
dan melanggar peraturan tetapt mereka adalah individu-individu yang
sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sitem peradilan

pidana maupun masyarakat secara luas.*

Proses terjadinya suatu labeling adalah dimulai dengan seseorang

yang melakukan suatu pelanggaran atau perilaku yang dianggap melanggar

30 Priyana Puti Yuliardi Andika &, KRIMINOLOGI Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan
(Depok: Raja Grafindo Persada, 2021): 67.

31 Romli Atmasasmita, Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi, Refika Uta. (Bandung,
2004): 23.
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norma atau aturan sosial. Hal ini dapat mencakup semua jenis pelanggaran,

mulai dari tindakan kriminal hingga pelanggaran norma-norma sosial.*?

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Edwin M. Lemert ia
menjelaskan tentang bagaimana prose pelabelan terjadi. Pertama,
penyimpangan primer. Penyimpangan ini dilakukan oleh seseorang yang
menyimpang, namun pelaku masih dapat diterima oleh lingkungan
sosialnya. Kedua, penyimpangan sekunder. Pada penyimpangan ini, pelaku
yang menyimpang sudah tidak bisa di tolerir atau diterima lagi oleh
masyarakat karena perbuatan menyimpang yang dilakukannya, sehingga ia

akan menerima label negatif.

Mengutip pemikiran Bernbug, ia menjelaskan bahwa terjadinya
proses labelling ada dua yaitu melalui pelabelan Formal dan pelabelan

Informal:

a. Labeling formal: Label yang diperoleh dari sistem peradilan pidana.
Ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka hingga diputuskan dan
terbukti menjadi terdakwa oleh pengadilan disitu awal mula /abeling
terjadi. Yang kemudian saat pelaku kejahatan selesai menjalani
hukuman tidak ada upaya untuk menghapus label atau stigma negatif

tersebut, dengan demikian stigma sebagai pelaku kriminal yang telah

32 Hisyam, Nuraini, “KRIMINALISASTI NARKOBA: DITINJAU DARI TEORI
LABELING PADA PELAKU PERDAGANGAN NARKOBA DI LAPAS PEREMPUAN.”
SABANA (Sosiologi, Antropologi dan Budaya Nusantara) (2023): 135
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diproses melalui sistem peradilan pidana cenderung “melekat” pada
orang tersebut.

b. Labeling Informal: Adanya label formal mempengaruhi perkembangan
individu karena hal ini memicu stigmatisasi di lingkungan masyarakat.
Seorang pelaku kejahatan yang sudah menjalani hukuman mendapatkan
label negatif ketika kembali ke masyarakat.

Dengan adanya pelabelan terhadap seseorang yang kemudian
mendapatkan label yang mengarah ke arah kejahatan atau perilaku kriminal,
maka label tersebut akan mempengaruhi masa depan seseorang tersebut,
diberikan label akan sulit untuk beradaptasi kembali di kehidupan
masyarakat sehingga berdampak ke masa depan terhadap pelaku kejahatan
yang kemudian mereka akan diasingkan dan mendapatkan perlakuan
diskriminasi.*

Mengutip pendapat Lemert Dalam buku John Pieris yang berjudul
The Behavior Of Law Perilaku Hukum menjelaskan bahwa, pelabelan
negatif kepada seseorang akan membuat orang itu mendalami peran sesuai
dengan label yang diberikan, hal ini sangat berbahaya karena akibat dari
label negatif sangat berdampak kepada seseorang yang diberikan label
antara lain seseorang yang diberi label akan dikucilkan atau diasingkan di

kehidupan masyarakat.**

3 Lin Xifen Xu Tun, Tang Ling, “The Effect of Perceived Discrimination on Future
Dangerousness of Probationers in China: An Empirical Test of Crime Labelling Theory,”
International Journal Of Law, Crime and Justice (2021): 5.

34 John Pieris, “The Behavior Of Law Perilaku Hukum,” in Pengantar Edisi Indonesia,
Ist ed. (Jakarta: Pelangi Cendekia, 2020), 156.
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Pemberian label negatif dapat menghasilkan “snowball effect” yaitu
berdampak jangka panjang kepada seseorang yang diberi label, sehingga
merusak hubungan individu yang diberi label dengan lingkungan sosial
serta berdampak terjadinya peningkatan kejahatan. Seseorang yang
mendapatkan label negatif berpotensi melakukan kejahatan kedua kali atau

residivis dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki label negatif.

Dewasa ini menunjukan bahwa adanya labeling negatif terhadap
individu berpotensi membunuh karakter seseorang, hal ini didukung oleh
para psikolog sosial yang menyatakan dampak bahaya dari labeling dengan
menggunakan konsep "self-fulfilling prophecy effect” untuk menjelaskan
bahwa keyakinan seseorang terhadap label penyimpangan dapat
mempengaruhi perilaku orang yang diberikan label, meskipun pandangan
tersebut salah. Seperti pemberian label negatif seperti "narapidana" juga

dapat mempengaruhi perilaku remaja kedepannya.®

B. Tujuan Pemidanaan
Bagian yang tak terpisahkan dari hukum pidana adalah pemidanaan.
Belum dapat dikatakan sebagai hukum pidana apabila suatu peraturan hanya
mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana atau sanksi.
Meskipun bukan yang utama, akan tetapi sifat dari pada hukum pidana
merupakan suatu penderitaan atau yang memedihkan. Pidana yang dijatuhkan

bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan derita yang harus dijalaninya,

35 J.Bruce Winick, “THE SIDE EFFECTS OF INCOMPETENCY LABELLING AND
THE IMPLICATIONS FOR MENTAL HEALTH LAW,” WEST LAW (2024): 3.
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walaupun demikian sanksi pidana dalam hukum pidana bukanlah semata-mata
untuk memberikan rasa derita.*

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga
tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya
diartikan sebagai hukum, sedangkan '"pemidanaan" diartikan sebagai
penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana
formil. Mengutip pemikiran J.M. Van Bemmelen yang menjelaskan terkait
dengan hukum pidana formil dan materil. Hukum pidana materil terdiri atas
perbuatan-perbuatann yang termasuk perbuatan tindak pidana, dan pidana yang
diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara
bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang
harus diperhatikan.?’

Dalam literatur hukum pidana, beberapa pakar hukum pidana
menggunakan beberapa istilah yang berbeda dalam menyebutkan teori
pemidanaan, sehingga melahirkan beberapa teori tujuan pemidanaan antara
lain:

1. Teori absolut atau teori pembalasan
Teori absolut lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana.
Menurut Vos dalam Leerboek-nya berkomentar, teori absolut
bermunculan yaitu pada abad ke-18. Teori absolut merupakan suatu

kerangka hukum yang meletakan pemidanaan sebagai bentuk pembalasan

3¢ Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan
(Jakarta: Sinar Grafika, 2007): 2.
37 Ledeng Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2008): 8.
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yang setimpal atas suatu perbuatan yang dinilai bertentangan dengan
norma hukum yang berlaku. Menurut teori ini, pidana hadir sebagai akibat
mutlak yang harus diberikan kepada seseorang yang melakukan perbuatan
pidana (quia peccatum est), sehingga dalam hal ini perbuatan tindak
pidana itu haruslah dibalas dengan hukuman yang berdasar atas keadilan
yang setara.®®

Pemikiran tujuan pemidanaan sebagai bentuk balas dendam yang
setara menurut Herbet L Packer yang dikutip oleh Umi Rozah Aditya
dalam bukunya yang berjudul Asas dan Tujuan Pemidanaan Dalam
Perkembangan Teori Pemidanaan, menjelaskan bahwa ide dasar dari teori
pembalasan atau retributif merupakan kewajiban yang diembankan kepada
pelaku kejahtan (wicked man) untuk dipidana sebagai bentuk
tanggungjawab, sehingga pertanggungjawaban ini haruslah setimpal
dengan perbuatan dan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana
atau dalam kata lain lex talionis: an eye for an eye, a tooth for a tooth, a
life for a life.?®

Berdasarkan pendapat Soesilo menyebutkan pidana adalah suatu
pembalasan berdasar atas keyakinan zaman kuno, bahwa siapa yang
membunuh harus dibunuh. Dasar keyakinan ini adalah “Talio” atau

“Qisos” dimana orang yang membunuh itu harus menebus dosanya dengan

38 Mashrucin Rubai, MENGENAL PIDANA DAN PEMIDANAAN DI INDONESIA
(Malang: IKIP MALANG, 1994): 5-6.

39 Umi, ASAS DAN TUJUAN PEMIDANAAN DALAM PERKEMBANGAN TEORI
TUJUAN PEMIDANAAN (Semarang: Penerbit Pustaka Magister): 120.
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jiwanya sendiri. Ini berarti bahwa kejahatan itu sendirilah yang memuat

unsur-unsur menuntut dan membenarkan dijatuhkannya pidana.*

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini juga dikemukakan oleh

Immanuel kant dalam bukunya yang berjudul Philosophy of Law sebagai

berikut :#

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai
sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si
pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal
harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah
melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota
masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri
(membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih
berada didalam penjara harus dipidana mati sebelum
resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal
ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima
ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh
tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian
mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil
bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran
terhadap keadilan umum”.

Pemikiran terkait dengan teori pembalasan (absolut) juga selaras

dengan yang disampaikan oleh Andi Hamzah yang menjelaskan bahwa

teori pembalasan tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti

memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-

unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena adanya

40 Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia (Bandung: Alfabeta, 2010):

53-54.

4 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana (Bandung:

Alumni, 1981): 2.
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suatu kejahatan oleh karena itu pidana tidak memikirkan manfaat dari

penjatuhan pidana.*?

Mengenai teori absolut atau pembalasan terdapat beberapa
pemikiran yang menentang kehadiran teori ini salah satu ahli yang
menentang teori absolut yaitu J.E Sahatepy yang menyatakan bahwa
apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk
membalas dan menakutkan, tidak menjamin tujuan ini akan tercapai,
karena dalam diri terdakwa belum tentu timbul rasa bersalah atau

menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam.*

Hal ini selaras dengan pemikiran yang dijelaskan oleh Usman berat
ringannya pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan narapidana
sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat
narapidana menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat. Pidana yang
ringan pun kadang-kadang dapat membuat narapidana untuk melakukan
tindak pidana kembali. Oleh karena itu untuk menyadarkan narapidana
harus dikaitkan dengan beberapa faktor, misalnya apakah pelaku tindak
pidan aitu mempunyai lapangan kerja atau tidak. Apabila tindak pidana itu
tidak mempunyai pekerjaan, maka masalahnya akan tetap menjadi
lingkaran setan, artinya begitu selesai menjalani pidana ada

kecenderungan untuk melakukan tindak kembali.*

42 Andi Hamzah, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia, Jakarta. (Pradnya
Paramita, 1993): 83.

43 Sahetapy, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana (Bandung:
Alumni Bandung, 1979): 93.

4 Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana,” Journal llmu Hukum (2011): 9.
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2. Teori relatif atau teori tujuan

Berangkat dari teori di atas munculah perkembangan bahwa tujuan
pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang
ditujukan kepada si pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan
pada masyarakat. Pencetus teori ini adalah Karl O. Christuansen. Teori
relatif mempunyai tujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan.
Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan
orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan.*

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian. Lahir
sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar tujuan pidana
menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk
mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan
Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu :*

a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (dehandhaving van de
maatschappelijke orde).

b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai
akibat dari terjadinya kejahatan. (het herstel van het doer de misdaad
onstane maatschappelijke nadeel).

c. Untuk memperbaiki si penjahat (verbetering vande dader).

d. Untuk membinasakan si penjahat (onschadelijk maken van de

misdadiger).

45 Koeswadji Hermien Hadiati, Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka
Pembangunan Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995): 52.
 Ibid
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e. Untuk mencegah kejahatan (tervoorkonning van de misdaad)
Menurut Muladi pidana bukanlah sekedar untuk melakukan
pembalasan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi
mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Artinya pidana
dijatuhkan bukan hanya karena “quia peccatu est” (melakukan kejahatan)
melainkan pula terdapat tujuan khusus “ne peccetur” (supaya tidak
melakukan kejahatan). Hal ini diharapkan agar terciptanya ketertiban
masyarakat melalui tujuan pidana untuk pelaku tindak pidana tidak

mengulangi kejahatan lagi.*’

Pemikiran Muladi terkait tujuan pidana bukan hanya sekedar
sebagai pembalasan juga selaras dengan pendapat Sahardjo, dijatuhkannya
pidana yaitu sebagai upaya perlindungan masyarakat, membina pelanggar
hukum serta memulihkan keseimbangan antara pelaku kejahatan dan
masyarakat. Dapat disimpulkan, bahwa tujuan pemidanaan yang sesuai
dengan gagasan pemasyarakatan bertujuan untuk menyiapkan dan
menjadikan terpidana sebagai warga negara yang baik, berguna serta

berpotensi dalam masyarakat maupun pembangunan nasional. *®

Dengan demikian menurut teori relatif atau teori tujuan
(utilitarian/doel theorie) adalah bahwa memidana bukanlah memuaskan

tuntutan absolut dari keadilan. Pidana bukan sekedar untuk melakukan

47 Rumadan Ismail, “PROBLEM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA
DAN REORIENTASI TUJUAN PEMIDANAAN,” Jurnal Hukum dan Peradilan 2 (2013): 268.

48 Ferdy Saputra, “Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Proses Penegakan Hukum
Pidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan,” REUSAM: Jurnal Illmu Hukum 8, no. 1

(2020): 1.
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pembalasan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi
mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar
pembenaran menurut teori relatif terletak pada tujuan pidana diputuskan
agar supaya orang tersebut tidak melakukan kejahatan.

3. Teori gabungan

Secara teoritis, teori gabungan bertujuan untuk menggabungkan
pemikiran yang terdapat didalam teori absolut dan teori relatif. Disamping
mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana bertujuan untuk membalas
perbuatan pelaku tindak pidana, juga dimaksudkan agar pelaku dapat
diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Dengan kata lain dua
alasan tersebut yaitu untuk pembalasan dan untuk mewujudkan tata tertib
masyarakat menjadi dasar penjatuhan pidana.

Menurut Van Bamellan tujuan pemidanaan menekankan bahwa
pemidanaan memiliki dua karakter yang saling terkait. Pertama,
pemidanaan sebagai bentuk kritik moral terhadap tindakan yang salah,
yang dapat dianggap sebagai bentuk pembalasan. Kedua, pemidanaan
sebagai Upaya untuk mereformasi atau memperbaiki perilaku pelaku
tindak kejahatan di masa depan.*

Teori gabungan atau teori modern menganggap bahwa tujuan dari
pemidanaan bersifat beragam, dengan menggabungkan prinsip-prinsip

dari teori relatif (berorientasi pada tujuan) dan teori absolut (berorientasi

4 Fardha Valencia Kartin, “Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana,” INNOVATIVE:
Journal Of Social Science Research 3 (2023): 6.
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pada pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini memiliki pendekatan
ganda, di mana pemidanaan mencakup unsur pembalasan sejauh
pemidanaan dipandang sebagai kritik moral terhadap tindakan yang salah.
Sementara itu, fokus utama adalah pada ide bahwa kritik moral tersebut
bertujuan untuk mereformasi atau mengubah perilaku terpidana di masa
yang akan datang.>°
4. Teori Kontemporer
Selain itu, menurut Eddy O.S. Hiariej menambahkan juga yaitu
teori kontemporer sebagai bagian teori tujuan dalam pemidanaan. Teori ini
sesungguhnya pertama kali dipelopori oleh Wayne R. Lafave. Bila dikaji
lebih mendalam, sesungguhnya teori kontemporer seperti yang dijelaskan
pada bagian berikut di bawah ini berasal dari ketiga teori, yaitu teori
absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori kontemporer ini terbagi lagi
dalam beberapa teori, yaitu:
a. Teori edukasi
Teori edukasi ini menyatakan bahwa pidana bertujuan
memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan
yang baik dan yang buruk. Seneca merujuk pada filsuf Yunani, Plato,
menyatakan nemo prudens punit, quia pecvatum, sed ne peccetur,
yang berarti seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa,

melainkan agar tidak lagi terjadi dosa.**

30 Ibid
51 Muin, Rivanie, Muchtar, “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan,” Halu Oleo
Review 6, no. 2 (2022): 183.
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b. Teori rehabilitasi

Teori ini memberikan tujuan agar pelaku kejahatan dapat
diperbaiki menuju ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke
masyarakat ia dapat diterima di komunitasnya dan tidak lagi
mengulangi kejahatannya. Thomas Aquinas, dikutip dari Eddy O.S.
Hiariej, sudah memisahkan antara pidana dengan pidana (poenae ut
poenae) dengan pidana sebagai obat (poenae ut medicine). Menurut
Aquinas, tatkala negara menjatuhkan pidana dengan daya kerja
pengobatan, maka perlu diberikan prevensi umum dan prevensi
khusus (poenae prasentis vitae magis sunt medicinales quam
retributive). Prevensi khusus, menurut Aquinas, bertujuan untuk
memperbaiki narapidana agar ketika kembali ke masyarakat tidak lagi
mengulangi perbuatannya, sedangkan prevensi umum bertujuan

mencegah orang lain untuk tidak melakukan kejahatan.>?

c. Teori Pemasyarakatan

Mengutip pemikiran yang dikemukakan oleh Bambang

Poernomo narapidana harus dibimbing ke arah pengembaliannya ke

dalam masyarakat sebagai seorang anggota masyarakat yang baik dan

berguna sedangkan masyarakat harus di edukasi supaya menereima

kembali narapidana ke dalam masyarakat. Sistem pemasyarakatan

diharapkan terjadinya proses perubahan seseorang yang menjurus

kepada kehidupan positif setelah ia menjalani pidana penjara, karena

2 Ibid
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ketika ia menjalani hukuman penjara, ia diberikan bekal berupa kursus

keterampilan atau pendidikan non formal bagi narapidana melalui

program-program pemerintah.>

Dewasa ini telah terjadi pergeseran paradigma mengenai konsep tujuan
pemidanaan yang dimana awal mula tujuan pemidanaan lebih menekankan ke
arah pembalasan yang setara kepada pelaku kejaharan akan tetapi seiring
berkembangnya zaman pandangan mengenai pembalasan yang setara sudah
tidak dianggap tidak relevan dengan kondisi saat ini, hingga saat ini munculah
pemikiran baru bahwa pemidanaan adalah untuk merehabilitasi kerusakan
individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.Hal ini terdiri dari
seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa
tujuan mana yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.

Rekonstruksi tujuan pemidanaan ini mencerminkan upaya untuk
mengatasi tantangan dan permasalahan dalam sistem hukum pidana, serta
menemukan pendekatan yang lebih efektif dalam mencegah kejahatan,
memulihkan kerusakan dan menjaga keadilan.

C. Hak Asasi Manusia
1. Pengertian Hak Asasi Manusia
Dalam Falsafah hukum dan politik zaman sekarang ada cukup
banyak keragaman, ketidaksesuaian dan kekacauan tentang persoalan

HAM. Tidak semua orang sepakat tentang HAM. Bahkan di antara orang-

53 Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakat
(Yogyakarta: Liberty, 1986): 31.
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orang yang mendukung doktrin HAM, tidak ada konsep universal yang
disepakati tentang batasan-batasan terkait dengan ham itu sendiri.
Perbedaan pandangan pemberian HAM dalam aspek kehidupan manusia
menurut Peter R. Baehr bahwa tidak diragukan lagi konsep HAM
ditafsirkan berbeda-beda menurut latar belakang politik dan budaya masing-
masing.>*

Pemahaman yang bertentangan atau tidak bersesuaian tentang
HAM,berangkat dari pemikiran seperti dari mana hak-hak itu berasal, serta
apakah hak-hak itu merupakan sebuah fakta sosial ataukah suatu cita-cita
moral, suatu kenyataan atau sebuah mimpi, suatu gambaran tentang apa
yang seharusnya ada. Banyak pendapat berbeda mengenai apakah hak-hak
tersebut dapat diterapkan di mana saja ataukah bersifat khusus bagi setiap
bangsa dan kebudayaan. **

Perbedaan pandangan mengenai HAM bermula dari dua sudut
pandang yang berbeda antara konsep barat dan non-barat, terletak pada
aspek keberlakuan dan peruntukannya. Di satu sisi, konsep barat
meenekankan bahwa individu merupakan keutuhan yang mandiri dan tidak
dapat dibelah-belah yang memiliki hak asasi yang mengatasi dan
mendahulukan masyarakat. Di sisi lain, kalangan non-barat termasuk negara

asia mengedepankan hak-hak individu. Individu dipandang sebagai bagian

54 Ruslan Rachman Aulia Dyah Renggong Ruslan, HAK ASASI MANUSIA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL (Jakarta: Kencana, 2021): 71.
% Ibid
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integral sebuah kelompok yang besar. Dalam hal ini yang diutamakan
adalah kepentingan masyarakat bukan kepentingan individu.*

Adanya pandangan yang berbeda terkait dengan HAM akan tetapi
di dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) telah
menyepakati bahwa, HAM diartikan sebagai hak-hak dasar yang melekat
pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugrah
Tuhan yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup berkeluarga, hak untuk
mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak keamanan, hak
kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas
oleh siapapu, selanjutnya manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab
yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam
masyarakat.>’

Secara yuridis pengaturan mengenai HAM di Indonesia diatur dalam
Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 bahwa, Hak asasi
manusia adalah separangkat hak dasar yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.*®

Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas timbul dari

nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang megatur perilaku

Manusia

56 Ibid
37 Ibid
58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi
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manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Apapun yang diartikan
atau dirumuskan dengan hak asasi, fenomena tersebut tetap merupakan
manifestasi dari nilai-nilai yang kemudian dikonkretkan menjadi kaidah dan
norma.>®

John locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak
yang diberikan langsung oleh tuhan yang maha pencipta, karenanya tidak
ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Namun, hal ini
tidak berarti manusia dapat bertindak sebebasnya, sebab apabila seseorang
melanggar hak orang lain, maka dengan sendirinya harus
mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan.®

Mengutip pemikiran Mariam Budiardjo hak asasi manusia adalah
hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya
bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat.
Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan,
jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak
asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan
berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.®

2. Penjabaran Hak Asasi Manusia

HAM membahas tentang aspek kehidupan manusia. Hak asasi

manusia ada bukan untuk kebaikan masyarakat ataupun bangsa, tetapi untuk

kepentingan martabat manusia. Persepsi tentang itu menunjukkan

39 Matompo S Osgar, Muliadi, HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (Malang: Intrans
Publishing):14.

50 Ibid

81 Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia): 120.
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keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
Negaralah yang bertanggung jawab secara hukum atas pelaksanaan hak
asasi manusia di wilayahnya masing-masing. Dalam konteks ini, peran dan
tanggung jawab negara menjadi sangat penting dalam memenuhi kewajiban
konstitusionalnya: kewajiban untuk mengakui, menghormati, melindungi,

memenuhi, dan menegakkan hak asasi manusia.®

Pada hakikatnya HAM merupakan refleksi dari eksistensi manusia.
Melalui kesadaran universal lahirlah apresiasi positif terhadap nasib dan
masa depan manusia. HAM adalah formasi keutuhan manusia menuju
kehidupan yang beradab. Dengan dasar ini kemudian pelanggaran HAM
merupakan kejahatan peradaban yang paling berbahaya. Keyakinan adanya
hak-hak asasi pada hakikatnya adalah bentuk simpati dan empati manusia

atas dirinya dan orang lain.*

Mengutip pemikiran Montesquieu, menyatakan bahwa negara yang
baik adalah negara hukum, dimana terdapat konstitusi di dalamnya. Di
dalam konstitusi tersebut terdapat tiga inti pokok yaitu perlindungan hak
asasi manusia, ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara, membatasi
kekuasaan dan wewenang organ-organ negara. Selain itu salah satu tujuan
hukum adalah memperoleh kepastian hukum, kepastian hukum tersebut

semakin dianggap penting ketika dikaitkan dengan ajaran negara

62 Philip, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut
Hukum Internasional”, Journal of Lex Administratum (2016): 34.

63 Renggong Ruslan, HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
NASIONAL (Jakarta: Kencana): 62.
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berdasarkan hukum. Hubungan antara hak asasi manusia dengan negara
hukum, ketika dalam penegakan hak asasi manusia harus dilandasi oleh
aturan hukum yaitu aturan perundang-undangan. Pemerintah dalam
menegakkan hak asasi manusia diharapkan untuk dapat terus

memperhatikan peraturan yang sudah berlaku.®

Prinsip ham salah satunya prinsip kewajiban positif negara, hal
tersebut timbul dari konsekuensi bahwa individu merupakan pihak
pemegang HAM (right bearer), sedangkan negara berposisi sebagai
pemegang kewajiban (duty bearer) terhadap Ham. Indonesia sebagai negara
untuk melindungi hak asasi warga negaranya berkewajiban (obligation of
the state) untuk menghormati (fo respect), melindungi (fo protect), dan

memenubhi (o fulfill) hak asasi warganya.®

Pada hukum nasional Indonesia, HAM diatur oleh konstitusi
(Undang-Undang Dasar 1945). Hak-hak yang diatur dalam konstitusi,

diantara lain sebagai berikut:®

a. Pasal 27 ayat (1), yang mengatur tentang hak persamaan dalam hukum,
yaitu perlakuan sama dihadapan hukum (equality before the law). Asas

persamaan di hadapan hukum merupakan asas dimana terdapat suatu

% Shinta Sudrajat Azzahra, “Hak Asasi Manusia (HAM) Sebagai Bentuk Kebijakan

Politik Dalam Bentuk Pelaksanaan Perlindungan,” Definisi Jurnal Agama dan Sosial Humaniora 2
(2022): 22.

85 Andi Annisa khaira, “PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA

DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM OLEH PEMERINTAHAN DAERAH,” Jurnal
Manajemen Pemerintahan 5 (2018): 68.

66 Undang-Undang Dasar Tahun 1945
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kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu
pengecualian sedikitpun.

b. Pasal 27 ayat (2), yang mengatur tentang bahwa warga negara berhak
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oleh sebab itu, negara
berkewajiba untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang layak serta
menghidupi warga negaranya.

c. Pasal 28 A, yang mengatur tentang setiap orang berhak untuk hidup
serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

d. Pasal 28 I ayat (2), yang menyatakan setiap orang berhak bebas dari
perlakuan yang bebas bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan
berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat

diskriminatif itu.

Negara sebagai pemegang hak dalam melindungi hak asasi warga
negaranya harus bertanggung jawab menjamin agar semua hak dan
kebebasan warga negara dihormati dan dipenuhi sebaik-baiknya. Jaminan
perlindungan atas terpenuhinya hak-hak konstitusional sebagai hak dari
setiap warga negara tanpa ada diskriminasi apapun guna untuk mewujudkan
cita-cita moral dalam masyarakat, adapun kewajiban dan tanggung jawab
negara dalam kerangka pendekatan berbasis hak asasi manusia (right-based

approach) dapat dilihat dalam tiga bentuk:®’

7 Ibid
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a. Menghormati: merupakan kewajiban negara untuk tidak turut campur
mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya. Dalam hal
ini, negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-
tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi.

b. Melindungi: merupakan kewajiban negara agar bertindak aktif bagi
warga negaranya. Negara harus bertindak aktif dalam memberi jaminan
perlindungan terhadap hak asasi warganya dan negara berkewajiban
untuk mengambil tindakan-tindakan mencegah pelanggaran semua hak
asasi manusia oleh pihak ketiga.

c. Memenuhi: merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk
bertindak aktif agar hak-hak warga negaranya terpenuhi. Negara

berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif.

Setiap negara wajib melindungi dan menegakan hak asasi manusia,
Kewajiban yang harus dilaksanakan negara inilah yang mendasari
terjadinya perbaikan maupun pelanggaran HAM. Bila negara berhasil
memenuhi kewajibannya dengan pelaksanaan dan peningkatan HAM
dengan baik, tentu negara tersebut dapat dikatakan sebagai Negara
demokratis (negara hukum), namun sebaliknya, bila negara gagal
memenuhi kewajibannya, yang terjadinya adalah pelanggaran atau
pengabaian hak asasi mausia. Karena negara yang melaksanakan kewajiban
untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, negara

pulalah yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM. Hak warga negara
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(indvidu) dan kewajiban negara melaksanakannya sesuai perjanjian

“kontrak sosial” dalam konstitusi negara.®®

68 Jerimas Pelokilla, “UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap
Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia,” Journal Of Civic Education Research 1 (20203): 26.
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BAB III
URGENSI PENGHAPUSAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG SURAT

KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) SEBAGAI SYARAT

DALAM MENDAPATKAN PEKERJAAN: DAMPAK LABELING

TERHADAP MANTAN NARAPIDANA

A. Labeling terhadap mantan narapidana melalui SKCK

Ide dasar pengintegrasian mantan narapidana sebagai the primary gold
of the criminal justice system dewasa ini menjadi suatu struktur yang
mengkonseptualkan pemidanaan bukan lagi sebagai bentuk ‘balas dendam’
yang mengedepankan nestapa semata, melainkan pula pemidanaan berorientasi
untuk memperbaiki dan membimbing narapidana sebagai satu kesatuan
masyarakat yang mampu melaksanakan lalu lintas sosialnya sesuai dengan
norma dan ketentuan yang berlaku.®

Rekonstruksi tujuan pemidanaan dalam ‘pohon beringin pengayoman’
sebagaimana yang dicetuskan oleh Sahardjo selaku mantan Menteri
Kehakiman, mengemukakan bahwa tujuan pidana penjara sebagaimana
dirumuskan, disamping menimbulkan derita bagi terpidana karena
dihilangkannya kemerdekaan bergerak juga memiliki tujuan yang mulia untuk

membimbing agar bertobat, serta mendidik supaya menjadi masyarakat sosial

24

% Hamzah, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia.(Jakarta: Pradnyna Paramita):
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yang berguna melalui sistem pemasyarakatan kepada pelanggar hukum dengan
tujuan untuk mencapai reintegrasi sosial.”

Argumentasi yang menempatkan pemidanaan sebagai upaya perbaikan
dan pencegahan didasarkan atas fungsi penderaan penjara dengan dasar bahwa
retribusi dihadirkan sebagai bentuk punishing criminals for their crimes. Frasa
ini kemudian perlu di reparatory bahwa criminal punishment merupakan legal
concequence dari tindakan pelaku tindak pidana, sehingga dalam kontesk
keadilan struktur hukum dan teoritik, maka reparative justice dari modernidasi
retributif menjadi measures seek to repair, in some way for crimanl offender.”™

Langkah-langkah keadilan reparatif sebagai upaya untuk memperbaiki
tatanan sosial sesuai dengan norma yang berlaku melalui pembinaan
narapidana dengan removing criminals from society merupakan kesesuaian
untuk mengatasi akar permasalahan dan dampak psikologis, sosial dan
emosional yang dihasilkan oleh pelaku kriminal.”? Konseptualitas reparative
Jjustice melalui pembinaan mengartikan penjara mengalami pergeseran fungsi
sebagai suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi.

Fungsi pembinaan narapidana menurut Richard Snar secara filosofis
mengandung pengertian bahwa reparative justice kepada pelaku tindak pidana

melalui sistem pemasyarakatan yang mencakup ranah penahan pelaku tidak

0 Wahyuni Fitri, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia (Tangerang Selatan: PT
Nusantara Persada Utama, 2017).

"I Ognjen Arandjelovi’c, “Crime & Punishment: A Rethink,” Philosophies 8, no. 3 (2023):
6-7.

2 1 Wayan Putu Sucana Aryana, “Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina
Narapidana,” DIH, Jurnal llmu Hukum 11, no. 21 (2015): 41.
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terlepas dari upaya mendampingi terpidana dengan memberikan pendidikan
norma kesusilaan serta untuk memiliki kemampuan dalam bekerja. 7

Filosofi mendalam tujuan pemidanaan melalui sistem pemasyarakatan
menurut Dindin Sudirman dengan pandangan yang lebih luas, meletakan
pemikiran bahwa penjara merupakan bentuk perlindungan atas hak asasi
manusia yang dimiliki oleh pelanggar hukum.” Filsafat berfikir Dindin
Sudirman menggambarkan suatu konstruksi sosiologi bahwa frasa
penghukuman hanya menghilangkan sebagaian kemerdekaan untuk sementara
dengan pemberian pembinaan yang bertujuan agar terpidana menyadari
kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga
tercapainya kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Tatanan tekstualitas the function tool of criminal law yang didasarkan
atas critical morality dengan melumasi keadilan retributif menghasilkan
struktur berfikir hukum yang menempatkan penjara sebagai sistem penjeraan
dan perbaikan, hal ini menurut Gerry Johnstone dalam tulisan Restorative
Justice in Prisons bahwa gagasan tentang penjara restoratif mempunyai
implikasi terhadap fundamental question mengenai the nature and purposes of
imprisonment. Implikasi dari gagasan berfikir ini kemudian secara sosiologis

menghasilkan tujuan dengan sudut pandang bahwa In a restorative prison,

3 Iqrar Sulhin, “Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan,” Kriminologi Indonesia 7,no. 1 (2010):

4 Dindin Sudirman, Reposisi Dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan

Pidana Indonesia (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Depkumham, 2007),

7> Haery Fajri, Diah Gustiniat, and Malicia Evendia, “Jurnal Hukum, Pendidikan Dan

Sosial Humaniora,” Aliansi 4, no. 6 (2024): 2.
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work would take on a more reparative function: as an opportunity for prisoners
to do something to make amends to their victims and society for their past
wrongdoing.”

Diskursus gagasan restorative justice in prisons sebagai hasil dari
pemikiran dan pengalaman yang didasarkan pada pembahasan dan konteks
yang sesuai dengan realitas secara sadar membangun suatu konsep kultur
pemenjaraan sebagai sarana bagi narapidana untuk dapat memperoleh
wawasan penting mengenai dampak dari offending behavior, sehingga pada
saat yang bersamaan berkembang rasa prikemanusiaan atau sifat-sifat yang
layak bagi manusia pada umumnya.” Melalui sistem restorative justice in
prisons yang memberikan kesempatan berharga melalui tindakan simbolis
restitusi dan perbaikan, secara konseptualitas dipandangan Johnstone sebagai
upaya reparatory frasa punishment sehingga. ’®

“the message would be that they must use their time in prison to make
amends for their offence in more active ways. Prisoners would be
encouraged and assisted to think about how they could use their time
in prison to help repair the harm they caused to their victims and to the

wider society and to ensure that, on release, they were less likely to
engage in further harmful acts.”

Menurut Rebecca Wallace dan Karen Wylie nilai fundemental
mengenai the nature and purposes of imprisonment. meletakan hubungan
antara retributif dan restoratif sebagai Nilai yang mencerminkan tindakan logis

terhadap rehabilitative function. Artinya penjara dihadirkan untuk offered

6 Gerry Johnstone, “Restorative Justice in Prisons,” Prison Service Journal, no. 228
(2016): 12.

7 Johnstone, “Restorative Justice in Prisons.”

8 Johnstone, “Restorative Justice in Prisons.”
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opportunities to reform and to tackle the root causes of their behaviour in order

to successfully reintegrate into society upon release.”

Dalam teori humanitarian yang dikatikan dengan tujuan pemidanaan,
menempatkan moral sebagai tujuan untuk memandang pidana sebagai
instrument of moral control, and should not be used to achieve retribution for
evil-doing. Artinya bahwa punishment in criminal law is a morally just
approach that rejects the idea that punishment is deserved or should be
proportional to the severity of the crime, sehingga tujuan teori humanitarian
mensyaratkan pidana yang diikuti dengan prosedural sebagai suatu tujuan yang
memperbaiki  pelaku dengan kepentingan deterrence, retribution,

incapacitation, dan rehabilitation.®

Penyematan Reintegration theory dalam norma kesusilaan yang
mengutamakan nilai humanis kepada mantan narapidana menempatkan satu
kesatuan pembahasan penting yang memandang bahwa Imprisonment and
reintegration are like two sides of the same coin. Sehingga dengan itu mantan
narapidana melalui pengintegrasian dipandang memiliki hak yang sama untuk
menjalankan lalu lintas sosialnya tanpa dibebankan pada invisible punishment
melalui stereotyped, labelled dan discriminated.® Nilai dasar reintegrasi

menjadi visi pemidanaan dengan sudut pandang bahwa perlindungan hak asasi

7 Rebecca Wallace and Karen Wylie, “Changing on the Inside: Restorative Justice in
Prisons: A Literature Review,” The International Journal of Bahamian Studies 19, no. 1 (2013): 59.

80 Don E. Scheid, “Kant’s Retributivism,” Ethics 93, no. 2 (1983): 266-267.

81 Onwuchekwe Stanley Ikenna et al., “Public Perception of Ex-Convicts Reintegration in
Idemili-North Local Government Area of Anambra State, Nigeria,” Journal of Law and Judicial
System 6, no. 11 (2023): 22.
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manusia mantan narapidana tidak hanya sebagai objek melainkan subjek yang

tidak terlepas dari perlindungan konstitusi. &

Perubahan arah sistem pidana pemenjaraan yang mengedepankan pada
modernisasi tujuan pidana dengan mendasari atas konsep pemasyarakatan
melalui pendekatan reintegrasi sosial yang lebih mengarah pada pemenuhan
hak-hak narapidana merupakan suatu cita hukum yang memandang negara
hanyalah merampas hak kebebasan sementara dengan berdasar atas ketentuan
yang berlaku dan setelahnya maka negara diembankan kewajiban untuk
memulihkan hak-hak mantan narapidana sebagai anggota dari kelompok
sosialnya yang tidak terlepas dari konstitusionalisme dan hak asasi manusia.®

Pemasyarakatan sebagai bentuk pembinaan narapidana yang humanis
tidak terlepas dari pandangan asas pidana yang mengedepankan punishment as
a remedy or medicine for offender. Pelaksanaan proses restorative justice in
prisons kepada terpidana secara konseptual telah diperkenalkan pada tahanan
dari awal prison sentence atau putusan pengadilan hingga menjelang akhir
hukuman penjara untuk membantu terpidana berintegrasi kembali kedalam
komunitas. Dalam beberapa literature terbaru mencatat punishment berakhir

dengan menyelesaikan proses di komunitas.?* Hal ini menurut Kanyaji menjadi

8 Sri Wulandari, “Reintegrasi SosialDalam Sistem PemasyarakatanSebagai Visi

Pemidanaan Dalam Hukum Nasional,” SEMNASTEKMU 3, no. 2 (2023): 27.

8 Andi Kurniawan and Adnan Zuhair, “Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Narapidana
Terorisme,” Gema Keadilan 6, no. 1 (2023): 8-9.

8 Wallace and Wylie, “Changing on the Inside: Restorative Justice in Prisons: A Literature
Review.”

51



beban kewaiban pemerintah untuk membantu pemulihan hak-hak dasar mantan
narapidana untuk dapat berintegrasi ke masyarakat.

Landasan yang menggagaskan pentingnya peran pemerintah dalam
proses pengintegrasian mantan narapidana dalam identifikasi masalah yang
dirumuskan oleh Link dan Phelan menyatakan bahwa mantan narapaidana
dalam upaya pengintegrasian kembali kedalam masyarakat masih harus
menghadapi stereotyped, labelled, discriminated against and lose social status.
Thus, they keep facing invisible punishment which has the potential of slowing
their successful integration in the society.®® Sehingga konsekuensi pemberian
labelling berkelanjutan pada mantan narapidana menghadirkan diskriminasi
yang berdampak pada segi ekonomi, sosial dan budaya.

Krusialnya kedudukan mantan narapidana dalam menjalankan lalu
lintas sosial serta pemenuhan hak-hak dasarnya pasca keluar dari lembaga
pemasyarakatan (lapas), maka pemerintah berdasarkan pada pasal 281 Undang-
Undang Dasar 1945 (UUD) dalam upaya menjalankan pemenuhan ini
diamantkan pasal pembeban yang mewajibkan pemerintah “Untuk
menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara
hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin,

diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. Pemenuhan

85 Sunee Kanyaji et al., “Feasibility of Establishment of the Funds to Support the Ex-

Offender’s Life after Release,” International Journal of Criminal Justice Science 16, no. 2 (2021):

340.

8 Tkenna et al., “Public Perception of Ex-Convicts Reintegration in Idemili-North Local

Government Area of Anambra State, Nigeria.”
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sebagaimana dimaksud tidak dapat dibatasi dalam bentuk apapun kecuali
pembatasan terhadap hak asasi manusia dalam keadaan darurat.

Perlindungan hak mantan narapidana untuk tidak menghadapi
stereotyped, labelled dan discriminated pasca keluar dari lapas yang
menyebabkan hilangnya status sosial menjadi catatan khusus bagi pemerintah
untuk turut serta sebagai kewajiban pemenuhan justiciabilty rights. Artinya
bahwa pemerintah dalam hal ini tidak hanya memberikan obligation to protect,
tetapi juga obligation to fulfil, termasuk economic, social and cultural rights
yang merupakan bagian dari absolut rights.®

Dalam upaya pemulihan dan pemenuhan hak mantan narapidana
sebagaimana dimaksud, secara faktual berdasarkan tinjuan yuridis dan
sosiologis ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Peran pemerintah fo
protect and to fulfil mengalami pertentangan norma dari Peraturan Kepolisian
Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat
Keterangan Catatan Kepolisian, yang pada Pasal 2 ayat 1 huruf a dengan tegas
menyatakan bahwa Penerbitan SKCK dilakukan minimal untuk keperluan
melamar pekerjaan. Adapun dalam hal ini yang kemudian menjadi catatan
pemohon SKCK dalam Pasal 3 ayat 1 huruf e menyatakan bahwa permohonan
SKCK sebagaimana dimaksud merupakan data menyangkut pernah atau tidak

pernah dijatuhi pidana dan/atau sedang menjalani proses pidana.

87 Firdaus, Oksimana Darmawan, and Yuliana Primawardani, “Constructing Human Rights
Justiciability in Human Rights Courts in Indonesia,” in Advances in Social Science, Education and
Humanities Research (Altantis Press, 2020). 114
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Konstruksi berfikir yang memandang SKCK sebagai proponent
screening untuk mendapatkan pekerjaan merupakan suatu pemberian
stigmansiasi dan perliaku diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah kepada
mantan narapidana. Dalam tatanan konstitusional, perbuatan stigmanisasi
melalui SKCK yang menimbulkan dampak diskriminatif kepada mantan
narapidana secara norma telah bertentangan dengan Pasal 28I ayat 2 UUD
1945 yang Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat
diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan
terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Mengacu pada tujuan awal pemidanaan sebagai suatu proses yang
mengidentifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan salah dan pertobatan
serta perbaikan, maka negara dalam konsep restorative justice in prisons
seharusnya tidak melepaskan kewajiban pada perlindungan hak asasi manusia
yang melekat pada mantan narapidana dengan perlakuan diskriminatif.®
Artinya bahwa norma jaminan perlindungan atas terpenuhinya hak
kosntitusional sebagai bagian dari hak dari setiap warga negara mendefinisikan
aturannya sebagai suatu asas dasar yang mengatur penjaminan bahwa dalam
pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia dari setiap warga negara, maka
diberlakukan tanpa adanya dikriminasi dalam bentuk apapun yang berdampak

pada kehidupan sosial mantan narapidana.®

8 Wallace and Wylie, “Changing on the Inside: Restorative Justice in Prisons: A Literature
Review.”

8 Rudi Cahyono and Anisa Dwi Lestari, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Mantan
Narapidana,” Justness 3, no. 1 (2023): 5.
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Konteks diskriminasi kepada hak warga negara menurut Larry
Alexander, ia memandang bahwa tindakan diskriminatif dalam pemberian
labelling merupakan perbuatan unmoral yang seharusnya ditidakan dalam
bentuk apapun melalui peraturan perundang-undangan, hal ini didasarkan pada
pandangan Alexander bahwa %

“intrinsically morally wrong if premised on error, moral or factual,

about the dispreferred. Discriminatory preferences are extrinsically

morally wrong if their social costs are large relative to the costs of
eliminating or frustrating them. And if a discriminatory preference is
morally wrong-and if there is no moral right that protects its exercise-
then there is a case for legally prohibiting its exercise if the costs of

legal prohibition and enforcement are low relative to the social gains
to be achieved.

Proponent screening yang menempatkan SKCK sebagai salah satu
syarat untuk keperluan melamar pekerjaan dalam balutan diskusi yang penulis
lakukan bersama Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM),
memandang bahwa pengadaan SKCK secara konseptual merupakan suatu cita
yang baik, namun kebaikan “cita” SKCK sebagai bagian criminal record
menjadi proponent screening untuk mendapatkan pekerjaan berakhir pada
potensi diskriminatif kepada mantan narapidana. Tindakan diskriminatif ini
kemudian hadir sebagai pemberian /abelling untuk menentukan kelayakan
moral seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan, sehingga penentuan moral
dan unromal berdasarkan SKCK berakhir pada pelanggaran hak konstitusional

mantan narapidana.®

% Walter E. Williams, “Discrimination: The Law vs. Morality,” CORNELL JOURNAL OF
LAW AND PUBLIC POLICY 13,no0. 1 (2001): 118.

°l Karnia Rahman Nureda, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Wawancara Pribadi,
Jakarta , 15 Agustus 2024
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Stigmanisasi mantan narapidana melalui SKCK sebagai bentuk
labelling yang diberikan oleh negara berdasarkan peraturan No. 6 Tahun 2023
dengan memprasyaratkan SKCK sebagai salah satu proponent screening untuk
mendapatkan pekerjaan menjadi suatu norma bias yang mengakhiri tujuan
pelembagaan dengan berdasarkan atas cita-cita perbaikan dan memberikan
kesempatan seluas-luasnya kepada mantan narapidana menjadi dehumanisasi
yang berkepanjangan karena invisible punishment yang dibakukan oleh negara

melalui SKCK.*?

Labelling yang menjadi catatan dehumanisasi melalui norma baku
SKCK secara realita menurut komnas HAM tidak hanya diberikan oleh
masyarakat sebagai sanksi sosial atau perusahaan sebagai salah satu syarat
proponent screening kepada mantan narapidana untuk melamar pekerjaan,
tetapi lebih daripada itu negara juga ikut serta dalam pemberian stigma sebagai

uji kelayakan morlaitas mantan narapidana.®?

Polarisasi bingkaian mark of labelling dengan mengkristalisasikan
invisible punishment kedalam bentuk norma menjadi continue punishment
yang dilakukan oleh negara kepada mantan narapidana, keputusan ini
merupakan konsepsi pemikiran yang tidak sesuai antara harapan tujuan

pemasyarakatan dengan kenyataan yang terjadi sehingga menyebabkan

%2 Maya Shafira et al., Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier (Bandarlampung: Pusaka
Media, 2023), 75.
9 Wawancara, ibid.
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viktimisasi sekunder kepada mantan narapidana berupa steriotipe negatif dan

prisonisasi.

Viktimisasi sekunder dengan konsep labelling melalui SKCK sebagai
bentuk penderaan lanjutan kepada mantan narapida menempatkan konsekuensi
logis terjadinya dampak experience status loss and discrimination that lead to

unequal outcomes. Menurut Bruce G. Link and Jo C. Phelan, :**

“stigmatization is entirely contingent on access to social, economic,
and political power that allows the identification of differentness, the
construction of stereotypes, the separation of labeled persons into
distinct categories, and the full execution of disapproval, rejection,
exclusion, and discriminate.

rehabilitation refers to a broad array of psychosocial programs and
services that are designed to assist offenders in addressing a range of
needs related to their offending behavior and in achieving a more
productive and satisfying lifestyle”

Proses stigma melalui labeling yang ternormatisasi kedalam bentuk
peraturan perundang-undangan menimbulkan ketidakdilan dalam proses sosial
sebagai bagian dari reintegrasi mantan narapidana. Produk interakasi dramatis
ini kemudian juga diperburuk dengan labeling yang dilakukan oleh pemerintah
melalui skenario SKCK. Legitimasi stigmanisasi sebagai bentuk perlakuan
tidak adil dengan menyetujui melalui SKCK menjadi suatu kondisi yang
memunculkan  kontingensi-kontingensi dramaturgis. Dalam pandangan

Goffman, kondisi /labeling kepada manatan narapidana menimbulkan

% Bruce G. Link and Jo C. Phelan, “Conceptualizing Stigma,” Annual Review of Sociology
27 (2001): 367.
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sebagaian besar sandiwara, sehingga reintegrasi mantan narapidana tidak

begitu selaras ketika berhadapan dengan masyarakat. *

Transplantasi catatan kriminal kedalam norma menjadi suatu kegagalan
karena bertentang dengan batang tubuh keadilan. Dewasa ini, SKCK sebagai
bentuk nyata dari labeling menjadi salah satu indikasi terjadinya inferioritary
complex oleh negara. Artinya bahwa negara mengalami kondisi ketidak
percayaan diri terhadap lembaga pemasyarakatan untuk memperbaiki dan
mengintegrasi kembali mantan narapida kedalam masyarakat. Sehingga negara
melalui SKCK berupaya memberikan gambaran “baik-buruk™ individu dalam

tatanan sosial masyarakat

SKCK sebagai proponent dalam upaya untuk mendapatkan pekerjaan
juga secara konseptual menjadi a dark chapter in lableling history. Pemikiran
ini penulis dasarkan pada pandangan bahwa SKCK sebagai bentuk
stigmanisasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak melepaskan dirinya pada
catatan sejarah tentang pemberian label melalui tato kepada pelaku tindak
pidana.”” Argumentasi historis dalam beberapa literasi mencatat dark chapter
in labeling through tattoo sebagai Governement used tattooing as a weapon of

dehumanization and control of prisoners.”® Dengan begitu, setiap orang dapat

% Ayu Arbia and Arif Sugitanata, “Integrasi Teori Stigma Erving Goffman Terhadap

Keadilan Sosial Bagi ‘Good Looking’” Dan Diskriminasi Untuk ‘Bad Looking,”” Jurnal
Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum 4,no. 1 (2024): 118.

% Alfin Reza Syahputra, “Adaptation And Concept Of Indonesia Online Police Record

Certificate (SKCK Online) In Realising Police Services In Society,” Jurnal Manajemen Pelayanan
Publik 8, no. 1 (2024): 231.

7 RR. Hanifa Surya Puspita and Iwan Wahyu Widayat, “Penerimaan Diri Pada Individu

Bertato Terhadap Persepsi Masyarakat,” Jurnal PSikologi Penidikan dan Perkembangan 8 (2019):
26-27.

% Gemma Angel, “A Dark Chapter in Tattoo History: Nazi Prisoner Tattoos,” UCL.
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mengetahui bahwa seseorang telah melakukan perbuatan yang bertentangan

dengan norma sosial.

Labeling tersistematis yang dilakukan oleh negara melalui SKCK
sebagai surat catatan kriminal secara rasional memperkosa tatanan teroitis
pemenjaraan dalam upaya memperbaiki pelaku tindak pidana dengan cara
memeras kemerdekaannya dan memperbaharui pola fikir serta tindakan
melalui doktrinisasi nilai-nilai kemanusiaan, sehingga konsilasi yang bersifat
remedial dapat tercapai sebagaimana mestinya.*® Berdasarkan tujuan mulia ini,
maka labeling dalam historikal tattoo as mark of criminal or prsioners
dihapuskan dengan pertimbangan stigmanisasi. Artinya bahwa hukum yang
harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan sendiri, melainkan

nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.'®

Konsep labeling melalui SKCK pada termin pertanggungjawaban
menjadi kerangka ambiguitas dalam tubuh pengayoman pelaku tindak pidana.
Dehumanisasi berkelanjutan menempatkan SKCK menjadi mimipi buruk dari
labelisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini yang kemudian dalam
pandangan Wallance dan Wylie bahwa peran akhir pemerintah untuk
melepaskan stigmanisasi menjadi catatan penting dalam proses keadilan

without continued punsihment.***

% Dewi Iriani, “Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan Sistem Supremasi Penegakan
Hukum,” Justicia Islamica 8, no. 1 (2011): 147.

100 |rigni, “Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum.”

101 wallace and Wylie, “Changing on the Inside: Restorative Justice in Prisons: A Literature
Review.”
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it appears that participating in restorative justice towards the end of
the sentence is more beneficial to offenders in terms of feeling
supported, dealing with issues contributing to offending behavior and
the forgiveness elements of the healing process for victims and the
community.

B. Dampak Labeling melalui SKCK Terhadap Mantan Narapidana untuk
Mendapatkan Pekerjaan
Reintegrasi sosial dalam pelaksanaan pemenjaraan memberikan
perhatian yang proposional antara masyarakat dan narapidana sebagai bentuk
kesepadanan dari tujuan pemenjaraan yang diharapkan. Rasionalisasi
pelaksanaan asas proposionalitas yang berdasarkan atas legitimate goal of law,
rational achievement, necessity, dan balancing'® menurut Clement Bartolas
difungsikan sebagai suatu upaya untuk tetap memberikan kesempatan yang
seluas-luasnya kepada mantan narapidana dalam lalu lintas sosial sebagai
bentuk perbaikan dari keretakan hubungan antara masyarakat dan
narapidana.'®®
Kausalitas reintegrasi hubungan antara mantan narapidana dan
masyarakat dalam konteks filosofis menghendaki interaksi sosial sebagai
bentuk partisipasi aktif dengan memberikan dukungan pembinaan lanjutan
pasca pemenuhan sanksi pidana. Artinya bahwa reintegrasi merupakan suatu
cita adanya tanggung jawab sosial yang diembankan kepada negara dan

masyarakat sebagai nilai penting untuk menghindari dehumanisasi yang

102 Faiq Tobroni, “Asas Proporsionalitas Sebagai Moderasi Pandangan Hukum Diametral :
Kajian Putusan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS,” Jurnal Yudisial 11, no. 3 (2018): 313.

103 Clemens Bartolas, Correctional Treatment,; Theory and Practice (New Jersey: Prentice
Hall, 1985), 28.
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memandang criminals and social norm transgressors as regarding others as
less than humans. **

Pemenjaraan sebagai perwujudan nyata dari keputusan masyarakat
untuk menghukum penjahat sebagai pelaku tindak pidana dalam kontekstual
proposionalitas seharusnya telah memberikan suatu rangakian konstruksi yang
jelas tentang tujuan penjatuhan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban,
sehingga punishment sebagai instruments of “social exclusion tidak lagi pada
tahapan stigma yang berkelajutan sebagai invisible punishment.*® Pengertian
ini kemudian diartikan oleh Marc Mauer dan Meda Chesney-Lin sebagai
bentuk pengembalian serta perlindungan hak mantan narapidana pasca keluar
dari penjara. %

“Punishments have become instruments of “social exclusion”; they

create a permanent diminution in social status of convicted offenders,

a distancing between ‘“us” and ‘“them.” The principal new form of

social exclusion has been to deny offenders the benefits of the welfare
state.”

Pelaksanaan ~ proposionalitas ~ sebagai  bentuk  democratic
constitusionalism dalam penegakan hak asasi manusia yang kemudian
berdasarkan atas asas legalitas, nesesitas dan proposionalitas menjadi suatu
pandangan bahwa reintegrasi merupakan hubungan problem solving

bagaimana seharusnya citizens and government officials reconcile the

194 Nick Haslam and Michelle Stratemeyer, “Recent Research on Dehumanization,”

Current Opinion in Psychology 11 (2016): 27.

105 C.D. Bennett, “Invisible Punishment Is Wrong But Why? The Normative Basis of

Criticism of Collateral Consequences of Criminal Conviction,” Howard Journal of Criminal Justice
56, no. 4 (2017): 11.

106 Marc Mauer and Meda Chesney-Lind, Invisible Punishment: The Collateral

Consequences of Mass Imprisonmen (New York: The New Press, 2002), 19.
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commitments to the rule of law antara konstitusi dan masyarakat dalam

normativitas yang demokratis'®’

Pemberian hukuman sebagai justfikiasi pelanggaran norma yang
berdasar atas proposionalitas menurut David Gerland harus dihubungkan pada
kewajiban untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan haruslah
proportionate and do not excessive, sehingga tujuan perbaikan sebagai primer
goal dapat terpenuhi dan tidak memberikan efek berkelanjutan sebagai
continued punishment. Pemikiran ini kemudian didasarkan Gerland pada

pertimbangan realitas bahwa %

“Today the interests of convicted offenders, insofar as they are
considered at all, are viewed as fundamentally opposed to those of the
public. If the choice is between subjecting offenders to greater
restriction or else exposing the public to increased risk, today’s
common sense recommends the safe choice every time. In consequence,
and without much discussion, the interests of the offender and even his
or her legal rights, are routinely disregarded”

Argumentasi yang mendasarkan Gerland dalam menilai realitas
terpidana sebagai masyarakat yang demokratis berada pada satu pemahaman
bahwa upaya pemerintah tidak hanya bertitik pada penjaminan hak korban dan
masyarakat secara menyeluruh, tetapi pemerintah juga memiliki
tanggungjawab untuk mempertimbangkan serta memberi perlindungan kepada

terpidana dalam setiap proses hukumnya, sehingga kepentingan terpidana

dapat diproposionalitaskan pada bobot yang sama melalui pertimbangan

107 Tobroni, “Asas Proporsionalitas Sebagai Moderasi Pandangan Hukum Diametral :

Kajian Putusan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS.”
1% David Garland, The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary
Society (Oxford: Oxford University Press, 2011), 183.
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interests of offenders dan interests of the public as a whole dengan
menghendaki adanya involves an explicit defence of its underlying
commitments. '® .Kate Weisburd menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan
penjaminan hak masyarakat sebagai bagian perlindungan yang diberikan oleh
pemerintah secara prinsip tidak boleh mencederai hak mantan narapidana yang
dalam hal ini disebut Weisburd dapat berpotensi terjadinya “rights violations”.

oleh karena itu Weisburd menjelaskn dalam tulisannya bahwa'°

“anti-ruination principle,” which is the idea that “state punishment has
to preserve (rather than diminish) people’s capacities to function
physically, mentally, and socially, even as governments may also aim
to deter, incapacitate, be retributivist, rehabilitative, protect
institutional safety, and minimize costs

Pemikiran Kate Weisburd melalui penjabaran lebih mendalam oleh
Judith Resnik menunjukan satu kesamaan berfikir bahwa diminishes a person’s
ability to function physically, mentally, and socially dalam bentuk apapun
sebagai sanksi menjadi suatu ketetapan yang berakhir pada tindakan the realm
of psychological torture. Hal ini secara dasar mencederai dignity atau nilai
yang melekat pada harga diri, martabat, kewibawaan, keluhuran, keagungan,
dan kemuliaan manusia.’* Artinya bahwa pemerintah sebagai penyelenggara

negara melalui prinsip rule of law tidak semerta-merta dapat menggunakan

199 Garland, The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society.

110 Kate Weisburd, “Rights Violations as Punishment,” California Law Review 111 (2023):
1344.

1 Judith Resnik, “(Un)Constitutional Punishments: Eighth Amendment Silos, Penological
Purposes, and People’s ‘Ruin,’” The Yale Law Journal Forum 129 (2020): 365-367.
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kekuasaanya to exploit and undermine individuals rigts terutama pada hak
fundamental.'*?

Diskursus tentang anti-ruination principle sebagaimana disebutkan
sebelumnya, dalam pelaksanaan demokrasi melalui penormaan hukum secara
konseptual dalam satu gambaran menghendaki bahwa mantan narapidana
dalam menjalankan lalu lintas sosialnya sudah tidak seharusnya berada pada
penderaan continued punishment melalui polariasi /abeling dengan tindakan
throwing away people dan ruining people.**

“the purposes of punishment have to include recognizing the legal
personhood of all individuals by maintaining their well-being even
when sanctioning them in ways that reduce their autonomy and impinge
on their dignity. Moreover, the idea that governments are not supposed

to use their punishment powers to debilitate people is enmeshed in, yet
distinct from, whatever obligations to support rehabilitation exist.”

Krusialitas tindakan anti-ruination kepada mantan narapidana menjadi
penting mengingat pandangan dasar pemenjaraan adalah suatu proses
perbaikan agar terjadinya reintegrasi sosial, sehingga dengan itu maka
argumentasi M. Eve Hanan dan Lydia Nussbaum dalam penjelasannya tentang
community accountability, mensyaratkan adanya respon secara kolektif atau
partisipasi aktif dengan metode coummunal healing dan accountability
daripada memberikan hukuman berkelajutan sebagai bentuk sanksi sosial.

Sehingga peran akuntabilitas may include engaging with those who have

12 Resnik, “(Un)Constitutional Punishments: Eighth Amendment Silos, Penological
Purposes, and People’s ‘Ruin.’”

13 Resnik, “(Un)Constitutional Punishments: Eighth Amendment Silos, Penological
Purposes, and People’s ‘Ruin.’”
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caused harm to take responsibility, to make things right, and transform
themselves and their actions.*

Dalam wupaya anti-ruination mantan narapidana melalui proses
reinetgrasi dan to transform themselves and their actions. Secara realita
konstruksi sosial, mantan narapidana dewasa ini masih mengalami objetivitasi
secara luas oleh masyarakat. Implikasi dari objetivasi ini kemudian menjadi
pembeda antara realitas diri individu dan realitas sosial melalui pelembagaan
dan legitimasi. Kegagalan reintegrasi terjadi karena lemahnya kinerja dan
hukum di lembaga hukum Indonesia yang menyebabkan ketidak mampuan
negara untuk menormalisasi dan mengintegrasi kehidupan narapdiana.**

Realitas pelembagaan dan legitimasi dengan memanfaatkan analasisis
teori stigma Ering Goffman, SKCK sebagai labeling menjadi situasi yang
mendeskriditkan individu serta menghasilkan paradoks sosial dimana mantan
narapidana merupakan “penjahat” dan oleh karenanya perlu ada barrier antara
“si baik” dan “si buruk”, dengan begitu masyarakat mempertahankan
ketidakadilan bagi mantan narapidana. Hal ini menurut Goffman terjadi situasi
cut or burnt into the body and advertised that the bearer was a slave, a

criminal, or a traitor — a blemished person, ritually polluted, to be avoided,

especially in public places.* Sehingga terjadinya barriers atau pembatas

114 M. Eve Hanan and Lydia Nussbaum, “Community Accountability,” Hastings Journal
on Gender and the Law 34, no. 2 (2023): 15.

15 Bagus Maulana Al-Jauhar and Ali Imron, “Konstruksi Masyarakat Terhadap Mantan
Narapidana,” Paradigma 2, no. 1 (2014): 15.

116 Erving and Goffman, Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity (Great
Britain: Penguin Books, 2022), 1.
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antara mantan narapidana dan masyarakat yang menyebabkan stigmanisasi dan
tidak berjalannya reintegrasi.

Situasi sebagaimana disebutkan oleh Goffman dalam pembahasan
reintegrasi dan stigmanisasi yang terjadi melalui legalitas SKCK secara norma
telah mengunci individu terutama mantan narapidana melalui praktek yang
terjadi di Indonesia, sehingga proses dari penghapusan labeling menjadi suatu
modernisasi dalam sebuah sistem sosial yang kaku, dingin dan menolak unsur-
unsur lainnya yang bersifat emosional.’”” Situasi ini dalam pemikiran
Maximilian Weber secara konseptual terjadi karena kegagalan ide dasar utama
untuk menyatukan masyarakat. Artinya bahwa, penolakan dan labeliasi
menjadi tindakan sosial yang selalu mengikut sertakan makna subjektif dan
menjadi pilihan produk kebudayaan.'!®

Kegalalan SKCK sebagai proponent screening menurut Megan Denver
and Justin T. Pickett dalam kajian criminal justice menyebabkan damaging
dalam tujuan efforts to reduce discrimination. Mekanisme catatan kriminal
sebagai proponent screening menyebabkan mantan narapidanan diperlakukan
less favourably dengan konsekuensi not given the same opportunities, as others
119

in a similar situation. Sehingga menurut Megand an Justin

“prisoner reentry as “one of the most present problems we face as a
nation.” The effort has had two primary points of emphasis — creating

17 Kevin Nobel Kurniawan, “Tragedi Kebudayaan Dan Objektiv Aan Dan Objektivasi

Hubungan Manusia: Sebuah Asi Hubungan Manusia: Sebuah Refleksi Mengenai Pemikiran Georg
Simmel,” MASYARAKAT: Jurnal Sosiolog 29, no. 1 (2024): 10.

118 Kurniawan, “Tragedi Kebudayaan Dan Objektiv Aan Dan Objektivasi Hubungan

Manusia: Sebuah Asi Hubungan Manusia: Sebuah Refleksi Mengenai Pemikiran Georg Simmel.”

119 Megan Denver and Justin T. Pickett, “Criminal Records and Employment: A Survey of

Experiences and Attitudes in the United States,” Justice Quarterly 35, no. 4 (2018): 2.
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programs and services for those reentering the community after prison,
and reducing barriers faced by individuals with criminal records.”

Racial discrimination sebagai realitas ekspresi simbolik dari
“objectivie reality” dalam proses reintegrasi mantan narapidana kembali
kepada keadanaan normal menjadi dynamic nature of criminal justice policy.
Polarisasi pelanggaran hak mantan narapidana sebagai bentuk viktimisasi
sekunder dalam beberapa literatur dan research menunjukan pembahasan
penting bahwa kegagalan reintegrasi mantan narapidana didasarkan pada
penolakan yang tidak hanya dilakukan oleh sosisal sebagai struktur kompleks,
tetapi juga pemerintah melalui criminal records. Berdasarkan kajian dari Jakari
N. Griffith and Todd C. Harris menyimpulkan hasil pembahasan reintegrasi
dengan pernyataan bahwa'?°

“To date, overall research findings suggest employers tend to view

applicants having criminal records with distrust, believing they are less

reliable and more likely to relate to others poorly. This characterization

has had profoundly negative impacts on reported levels of employment
among those with criminal records.”

Hilangnya meaning sebagai tujuan reintegrasi untuk menyatukan
mantan narapidana kedalam lalu lintas sosial dalam beberapa literatur empirik
serta teoritik menjelaskan secara komprehensif tentang bagaimana situasi dan
kondisi yang harus dihadapi oleh mantan narapidana pasca pemenuhan
kewajiban atas pelanggaran norma yang dilakukannya. Kegagalan reintegrasi
sebagaimana dimaksud tidak hanya berupa labelisasi secara sederhana, tetapi

lebih kompleks.

120 Jakari N. Griffith and Todd C. Harris, “The Relationship Between Criminal Records
and Job Performance: An Examination of Customer Service Representatives,” Personnel
Assessment and Decisions 6, no. 3 (2020): 16.
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Kompleksitas  permasalahan  dehumanisasi melalui  invisible
punishment dan continued punishment secara realitas menjadi paket labelisasi
lengkap yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat.
Argumentasi ini kemudian mengartikan bahwa pemerintah melalui SKCK
membangun suatu budaya “cap” melalui catatan kriminal. Implikasi dari
SKCK mengantarkan suatu pembahasan yang membuka pertanyaan
“bagaimana dampak SKCK terhadap mantan narapidana untuk mendapatkan

pekerjaan”.

Implikasi SKCK dalam upaya pemenuhan hak dasar untuk
mendapatkan pekerjaan pada beberapa literatur menunjukan kesamaan hasil
bahwa Racial discrimination against ex-offenders can be a significant barrier
to employment and reintegration into society. Menurut Rose M. Burt,
Barriers to employment take various forms and can lead to an ex-offender's
reduced expectation of employment or an outright denial of the opportunity to
apply for a job.'”* Penelitian ini juga sesuai dengan Ahmed dan Ahmad yang

menyatakan :

“Criminal record of exprisoners has been recognized as a stigmatized

social status that can produce an unfair treatment and daily indignities
across a range of societal social settings. Discrimination based on
criminal record has been strongly established in the areas of
employment*?”

121 Aminu Musa Ahmed and Abd Halim B. Ahmad, “Social Discrimination as a Predictor

of Criminal Recidivism: A Study of Ex-Prisoners in Metropolitan Kano-Nigeria,” Journal of Social
and Development Sciences 6,no. 3 (2015): 60.

122 Rose M. Burt, “More Than a Second Chance: An Alternative Employment Approach

to Reduce Recidivism Among Criminal Ex-Offenders,” Tennessee Journal of Law and Policy 6,
no. 1 (2010): 11.

123 Ahmed and Ahmad, “Social Discrimination as a Predictor of Criminal Recidivism: A

Study of Ex-Prisoners in Metropolitan Kano-Nigeria.”
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Dalam wupaya penguatan dan pengujian argumentasi penelitian
sebelumnya, penulis melalui metodologi empiris melakukan penelitian mikro
terkait dengan keabsahan tantangan mantan narapidana dalam upaya
mendapatkan pekerjaan dengan menjadikan residivis di Lembaga
Pemasyarakatan (Lapas) Kota Yogyakarta sebagai narasumber utama atau key
informan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para residivis warga binaan
Lapas Yogyakarta dan ketua Komnas HAM Republik Indonesia. berikut

kutipan hasil wawancara tersebut:

1. Residivis Warga Binan Lapas Yogyakarta (Pada tanggal 4 mei 2023)

Residivis merupakan terpidana yang melakukan tindak pidana
berulang, baik dengan tindak pidana yang sama dari tindak pidana
sebelumnya ataupun tindak pidana lainnya yang dijatuhkan hukuman dan
inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap, serta pen gulangan yang terjadi
dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi syarakat yang telah
ditetapkan.*

Residivis Warga Binaan Lapas Yogyakarta adalah pelaku tindak
pidana berulang yang telah inkrah berdasarkan putusan pengadilan.
Residivis sebagai subjek hukum dalam penulis klasifikasi kepada tindak
pidana tertentu, yakni pencurian, penggelapan, pengedaran narkoba dan

penada. Adapun tujuan pengklasifikasian ini tidak terlepas dari upaya

124 Prianter Jaya Hair, “Konsep Dan Pembaruan Residivisme Dalam Hukum Pidana Di
Indonesia,” Negara Hukum 19, no. 2 (2018): 200.
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penulis untuk mencari informasi faktor utama terjadinya reisidivis dan
SKCK.

Data narasumber residivis merupakan data yang penulis dapatkan
sewaktu melakukan wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Yogyakarta. Data sebagaimana dimaksud difungsikan sebagai suatu
informasi untuk memberikan pengetahuan tentang tindak pidana berulang
yang dilakukan oleh narapidana residivis. Adapun data residivis penulis

sajikan pada table berikut:

Tabel 3.1

Data Key Informan (Narasumber) Narapidana Reisidivis Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta

No

Nama Umur Asal Kasus

Lukito 27 Yogyakarta - UUPA
- Jual Beli Narkoba

Pujo 30 Temanggung - Penada
- penada
- Pencurian
- Pencurian

Gunartomo | 44 Yogyakarta - Penganiayaan
- penganiayaan
- Pencurian
- Pencurian

Aji 34 Yogyakarta - Perampokan

- Penada

- Curanmor (lima kali
berturut-turut)

Nanang 47 Malang - Pencurian
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- Pencurian (Empat Kali
Berturut-turut.

Marwanto 37 Yogyakarta - Penggelapan
- Penggelapan

Rumusan pertanyaan merupakan salah satu taktik komunikasi yang
penulis berikan kepada residivis dengan tujuan untuk memperoleh informasi
dari residivis terkait dengan “Dampak SKCK Terhadap Mantan Narpidana
untuk Mendapatkan Pekerjaan”. Pada pembahasan ini penulis berikan
pertanyaan kepada key informan dalam bentuk duplikat, sehingga nantinya
respon/dialog hasil dari key informan akan penulis sajikan dalam satu

kesatuan kalimat utuh.

Tabel 3.2

Rumusan Pertanyaan Kepada Key Informan Narapidana Residivis Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta

No. Rumusan Pertanyaan

1 | Apa faktor penyebab saudara melakukan tindak pidana berulang
(residivis)?

2 | Berdasarkan pengalaman saudara, apakah terjadi atau tidak proses
pengintegrasaian narapidana selama menjalani hukuman di lembaga
masyarakat?

3 | Berdasarkan pengalaman saudara, apakah terdapat kendala yang dialami
pada saat proses pengintegrasian setelah keluar dari Lapas?

4 | Bagaimana upaya saudara untuk memenuhi kebutuhan hidup atau finansial
setelah keluar dari Lapas?

5 | Apakah selama proses untuk mendaptkan pekerjaan, terdapat kendala yang
saudara alami?

6 | Apakah dalam proses upaya mendaptkan pekerjaan, saudara pernah

menggunakan SKCK?
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Berdasarkan pengalaman saudara, apakah SKCK mempengaruhi peluang
saudara untuk mendapatkan pekerjaan ?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narapidana residivis
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dengan pertanyaan
yang telah dirumuskan sebelumnya. Maka respon/jawaban dari setiap key
informan akan penulis rangkum kedalam satu kesatuan kalimat utuh sebagai

berikut:

Pertanyaan Pertama. Salah satu faktor pendukung utama mantan
narapidana untuk melakukan tindak pidana berulang didasarkan pada
bentuk ‘keterpaksaan’. Alasan sederhana yang terkesan klise menjadi
pendorong utama bagi mantan narapidana untuk ‘mau tidak mau’ masuk
kembali kedalam dosa yang sama. Gambaran umum ini kemudian hadir

diawal pembicaraan penulis dengan key informan yang menyatakan :

“sebenarnya kalau ditanya alasan saya dan teman-teman
melakukan tindak pidana ya pasti rata-rata jawabannya karena
ekonomi dan lingkungan. Apalagi kalau sudah berkeluarga, yang
haram jadi halal asalkan ada nasi diatas meja. Apalagi sekarang
cari kerja susah, kalau mencuri atau jual narkoba itu kan uangnnya
cepat dan hasilnya juga lumayan”.

Dalam konteks ralitas, faktor keterpaksaan yang mendukung
narapidana untuk kembali menjadi ‘individu pengulang kejahatan’ juga
disampaikan oleh key informan 3 dengan pernyataan :

“kasus pertama dan kedua dijerat dengan pasal saya penganiayaan,
ditahan dipenjara. Setelah kasus penganiayaan setelahnya saya
masuk dengan pasal pencurian sebanyak dua kali. Kalau ditanya
penyebab ya pasti karena sudah menjadi kebiasaan saja mas. Rasa
takut saya sudah hilang, jadi penjara sudah seperti rumah kedua.
Lagian lebih berat hidup diluar daripada di dalam penjar”™

72



Pertanyaan Kedua. Tujuan penting dari pemenjaraan dewasa ini
jika mengacu pada naskah akademik Undang-Undang Pemasyarakatan,
“Pemasyarakatan diarahkan untuk mengembalikan WBP sebagai warga
negara yang baik sekaligus melindungi masyarakat terhadap kemungkinan
diulanginya tindak pidana oleh WBP”.'>> Berdasarkan rumusan tujuan
pemasyarakatan sebagaimana dimaksud, penulis dalam pembicaraan
berikutnya mencoba mempertanyakan ‘upaya realisasi pelaksanaan
pengintegrasian narapidana kedalam masyarakat’. Adapun satu kesatuan
respon yang penulis terima dari key informan akan penulis rangkum sebagai

berikut :

“integrasi yang kami terima paling sejauh ini ya hanya dilapas,
seperti mendapatkan bimbingan rohani dari ustad atau pendeta,
dihari-hari tertentu juga ada kegiatan kerajian untuk bekal setalah
keluar dari penjara. Palingan tahapan integrasi sejauh ini hanya
seputaran itu saja’

Krusialitas pengintegrasiaan mantan narapida secara implementasi
menjadi salah satu tantangan meningat bahwa integrasi tidak hanya
mempertimbangan pada proses masa tahanan saja, tetapi integrasi
dipandang sebagai satu proses menyeluruh. Hal ini jika mengacu pada
penelitian sebelumnya, maka the integration of offender and ex-convict’s

seharusnya telah berada pada tahapan proses ‘mantan narapidana dan

masyarakat sebagai satu kesatuan utuh’. Artinya bahwa integrasi bukan lagi

125 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan,(2017) : i
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merupakan tahapan pembekalan tetapi juga penyelarasan kembali dalam
masyarakat melalui upaya-upaya tertentu.

Pertanyaan Ketiga. Dalam beberapa literatur menuliskan bahwa
hal yang paling menakutkan dari seluruh rangkaian proses hukum
pemidanaan bukan lah pemenjaraan, tetapi lebih daripada itu narapidana
juga menghadapi tantangan yang lebih serius yakni stigmanisasi dan
labeling sebagai “terpidana” pasca bebas. Hal ini menurut Ashlee N. Quinn-
Hogan terjadi karena the stain of criminal label sehingga menyebabkan
terjadinya differences with respect to social class dan kegagalan pada proses
pengintegrasian.’?® Konsekuensi logis stigmanisasi after post-release yang
dihadapi oleh mantan narapidana, mengutip pada pembicaraan penulis
bersama key informan, maka didapatkan satu kesamaan realita bahwa :

Key informan

“Menurut saya, hampir seluruh mantan narapidana pasti
mengalami fase kesulitan setelah keluar dari penjara, apalagi kalau
berasal dari keluarga tidak mampu, itu cobaannya lebih berat lagi.
Makanya kadang kalau gak kuat iman bisa dipastikan dalam waktu
dekat kembali masuk penjara karena kasus pencurian, penipuan dan
sebagainya”.

Key Informan

“kendala paling besar nomor satu itu yang dialami adalah
penolakan, baik yang dilakukan oleh orang luar mauapun keluarga
sendiri. Kalau sudah di cap sebagai kriminal seumur hidup pasti kita
juga udah merasa gak punya harapan lagi untuk melakukan hal
vang baik. Mungkin kalau ketemu lingkungan yang tepat bisa saja
mendapatkan motivasi hidup baru. Tetapi kalau ketemu dengan
lingkungan yang buruk, itu seperti penjara sudah di depan mata.

126 Ashlee N. Quinn-Hogan, “The Stain of a Criminal Label: Post-Release Stigmatization
and Its Effects on Reintegration and Recidivism Among Ex-Offenders,” Sociology Publications 52
(2021): 8.
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Kendala kedua pasti susah cari kerja, apalagi kalau sudah pakai
syarat SKCK, karena tertera pasal perbuatan pidananya”.

Pertanyaan Keempat. Post-release adaption bagi mantan
narapidana  dalam  beberapa  literatur  researching  terdahulu
mendemonstrasikan mantan narapidana dalam satu kondisi unstable life.
Menurut Huinan Liu dkk, hal ini terjadi karena unstable housing and
unemployment/underemployment have been found to be parts of ex-
prisoners’ unstructured and irregular daily routines.*”” Relevansi penelitian
yang dilakukan oleh Liu kemudian menjadi salah satu instrument penting
bagi penulis untuk mendapatkan jawaban dalam pemenuhan upaya
reintegrasi dan post-release dari residivis. Sehingga tujuan sebagaimana

dimaksud, menunjukan hasil dialog dari key informan sebagai berikut :

Key Informan

“Segala sesuatu pasti diupayakan untuk memenuhi kebutuhan
hidup, kerja apapun kami lakukan, dari yang baik sampai yang
buruk, cuma memang ya tidak mudah seperti yang dijelaskan
sebelumnya. Apalagi saat ini kan cari kerja itu susahnya minta
ampun, sedang yang lulus kuliah saja belum tentu dapat kerja,
apalgi kami mantan narapidana. Tantangannya dua kali lebih berat.
Jadi ya kalau ada kerjaan dilakukan kalau enggak ya mencari

2

sambil menunggu.”.
Key Informan

“upaya pertama pasti mencari pekerjaan terlebih dahulu mas, coba
menghubungi saudara yang punya link kerjaan, kadang juga Tanya
keteman-teman dan lihat loker di sosial media seperti facebook dan
ig. Kalau upaya pertama sudah dilakukan tetapi tidak memberikan
hasil yang baik, namanya juga dalam keadaan terpaksa ya mas.

127 Huinan Liu et al., “Measuring Everyday Adaptation after Imprisonment: The Post-
Release Living Inventory for Ex-Prisoners (PORLI-EX),” International Journal of Clinical and
Health Psychology 23, no. 2 (2023): 2.
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Maka dari itu saya dan teman-teman mungkin masuk kembali
kedalam perbuatan tindak pidana”.

Dalam rangkaian rumusan pertanyaan, secara sadar penulis
menempatkan tiga pertanyaan terakhir (lima, enam dan tujuh) menjadi
kunci dari seluruh rangkaian pembahasan. Sehingga ketiga pertanyaan
terakhir dari questioner yang penulis ajukan ke residivis akan penulis
rangkum menjadi satu pembahasan penting melalui kutipan langsung
dengan menggabungkan pada kutipan tidak langsung agar menjadi kesatuan
pembahasan menyeleuruh.

Proses reintegrasi narapidana sebagai pemulihan kebebasan dan
penyatuan kembali ke masyarakat sebagai individual yang diperbaiki
melalui pemenjaraan tentunya akan mengalami beberapa adaptasi yang
sangat sulit, terutama dalam hal mendapatkan pekerjaan yang layak.'?®
Stigmanisasi dan labelisasi menjadi tantangan serius bagi mantan
narapidana untuk memenuhi hak atas kesempatan serta pemberlakuan yang
adil tanpa adanya diskriminasi.

Stigmanisasi yang dilegalitaskan melalui SKCK telah bertentangan
secara asas dan teoritik sebagaimana rumusan dari ‘lembaga
pemasyarakatan’. Fokus reintegrasi narapidana untuk kembali ke

masyarakat dalam catatan yang dikeluarkan oleh U.S. Department of

128 | Made Deni Pramudya Adi Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Wayan
Arthanaya, “Perlindungan Hukum Terhadap Mantan Narapidana Dalam Perspektif Undang-Undang
Ketenagakerjaan,” Jurnal Preferensi Hukum 3, no. 1 (2022): 162.

76



Justice menjelaskan bahwa many offenders have difficulty finding
permanent and well-paid employment after release because work history.**

Ketidakadilan yang muncul karena diskriminasi melalui labeling
pelaku tindak pidana sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya,
berdasarkan dialog yang penulis bangun dengan residivis kelas I A
Yogyakarta, maka kendala yang harus dihadapi oleh mantan narapidana
tidak terlepas dari stigmanisasi dan penolakan. Dua hal ini kemudian
menjadi satu talian harmonisasi sebagai nada continued punishment dalam
bentuk abstrak yang diderakan kepada mantan narapidana. Mengutip

pernyataan langsung dari key informan, maka informasi yang penulis

dapatkan yakni pernyataan bahwa :

Key informan

“kendala yang saya hadapi sebagai mantan narapidana untuk
mendapatkan pekerjaan itu banyak sekali. Walaupun kendala ini
tidak selalu hadir disetiap saya kali melamar pekerjaan. Tapi kalau
pekerjaannya itu bersinggungan dengan perusahaan entah itu kecil
ataupun besar, ngelihat syaratnya saja sudah kebayang hanya
buang-buang waktu.”

SKCK sebagai salah satu syarat wajib yang menjadi proponent
screening juga menjadi salah satu kendala besar bagi mantan narapidana
untuk melamar dan mendapatkan pekerjaan. Mengacu pada pembicaraan
penulis dengan key informan, maka informasi realita yang penulis terima

yakni :

129 Peter Finn, Successful Job Placement for Ex-Offenders: The Center for Employment
Opportunities (United State: National Institute of Justice, n.d.), 2.
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Key informan 1

“saat saya keluar dari penjara saya pernah menggunakan SKCK
untuk melamar pekerjaan di salah satu tempat fotocopy akan tetapi
karena di SKCK saya ada riwayat catatan kriminal yang pernah
saya lakukan akhirnya saya ditolak dan hal itu pernah beberapa kali

saya lakukan dan terus gagal akhirnya saya melakukan tindak
pidana lagi”.

SKCK sebagai proponent screening ini kemudian menjadi
kesepakatan key informan yang menempatkan mantan narapidana sering
kali mendapatkan labeling atau stigma negatif dari lingkungan baik secara
sempit maupun secara luas ketika mengetahuai bahwa “individual”
merupakan mantan narapidana. Konsekuensi logis dari labeling kemudian
menyebabkan pengucilan dan tindakan diskriminasi, terutama pada sastus
sosial yang memberikan cap “tidak dapat dipercaya dan penjahat”.

Menurut Walace dan Wylie, narapidana merupakan kerusakan dari
pola yang seharusnya ada di setiap individu, oleh karenanya setiap
kerusakan yang terjadi secara bersama-sama memiliki catatan khusus untuk
diperbaiki pada keadaan semula, upaya ini kemudian diharapkan
munculnya doktrinisasi diri kearah yanglebih baik lagi.

“it appears that participating in restorative justice towards the end

of the sentence is more beneficial to offenders in terms of feeling

supported, dealing with issues contributing to offending behavior

and the forgiveness elements of the healing process for victims and
the community.”**°

Reintegrasi mantan narapidana melalui norma-norma yang dewasa

ini berlaku menurut penulis hanya merupakan hipokrisi dari ketidak

130 Wallace and Wylie, “Changing on the Inside: Restorative Justice in Prisons: A Literature
Review.”
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pahaman nilai-nilai yang terkandung dalam tujuan pemidanaan.
Stigmanisasi dan labelisasi yang hadir melalui SKCK merupakan bentuk
kegagalan dari tujuan pemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Polarisasi diskirminasi melalui stigmanisasi SKCK menjadi suatu
pelanggaran hak dasar mantan narapidana karena menempatkan mantan
narapidana pada posisi viktimisasi sekunder. *** Hadirnya SKCK sebagai
proponent screening telah menjadi dinding raksasa yang memisahkan
antara ‘si baik’ dan ‘si buruk’ sehingga memberikan class social kepada
mantan narapidana. Class social kemudian menjadi pertimbangan besar
untuk dapat diterima diperusahaan.

Dalam konteks HAM dengan meminjam pemikiran Bagir Manan,
maka dalam negara demokrasi under the rule of law Indonesia tidak
mengenal konsep the end justify the means, dimana tujuan semulia apapun
tidak lantas dapat dibenarkan ketika telah melanggar hak asasi manusia.**
Hak asasi manusia sebagaimana dimaksud termasuk pada pembahasan
pelanggaran langsung, mauapun tidak langsung, baik yang dilakukan oleh
seseorang dan/atau kelompok orang, maupun pemerintah. Artinya bahwa
pemerintah diembankan kewajiban untuk membantu pemulihan hak-hak
dasar mantan narapidana untuk dapa berintegrasi ke masyarakat. Hal ini
menurut Sunee Kanyaji When a defendant in a criminal offense is required

to enter jail, the atmosphere and prison systems should be conducive to

131 Al-Jauhar and Imron, “Konstruksi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana.”

132 Kanyaji et al., “Feasibility of Establishment of the Funds to Support the Ex-Offender’s
Life after Release.”
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rehabilitation and vocational training instead of relying solely on
incarceration for punishment.
C. Urgensi Penghapusan SCKC sebagai syarat dalam mendapatkan

pekerjaan

Normativitas Criminal Penal Codes dalam tatanan fungsi penderaan
secara konseptual dibangun atas pandangan yang menghubungkan antara
motivating reason dan normative reason sebagai penentu tujuan pemidanaan.
Justifikasi motivasi tujuan pemidanaan menjadi syarat primer untuk
memberikan alasan yang rasional serta pertanggungjawaban dari rasionalitas
atas apa yang diyakini benar.’®® Rasionalitas tujuan pemidanaan dipandang
Aleksander Leszczynski sebagai peletakan norma kedalam struktur baku yang
berimplikasi untuk achieve specific ideological goals terutama pada
praxeological value harus memperhatikan secara seksama axiological
perspective dengan mempertimbangkan critical morality.***

Krusialitas critical morality dalam pemidanaan menjadi penting
mengingat bahwa terdapat process of evaluating moral yang memiliki tujuan
practical sebagai primer topik. The function tool of criminal law dalam
fundementals of criminal law yang ditulis oleh A P Simester menjelaskan

bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya predominate pada satu fungsi

punishment semata, melainkan criminal law dihadirkan sebagai bentuk

133 James Edwards, “Justifcation and Motivation,” Springer 18, no. 3 (2023): 3.
134 Aleksander Leszczynski, “On the Standards of Law-Making in Criminal LAw,” Studia
Turidica 102 (2024): 141.
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akumulasi akhir dari punishment dan preventive dengan primary purpose untuk
melumasi roda keadilan retributif.**>

Dalam memenuhi tujuan pengeintegrasian sebagaimana dimaksud,
maka sistem pemasyarakatan difungsikan untuk menyiapkan terpidana sebagai
warga binaan agar dapat berintegrasi secara sehat, sehingga rumusan struktur
norma tujuan pemidanaan penjara ditetapkan melalui reparasi makna penjara
dengan bunyi :

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk

Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya,

menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak

pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,

dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara
wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.**

Reparasi tujuan pemidanaan yang difungsikan sebagai wadah untuk
memperbaiki person as offender dipandang Muladi sebagai pembinaan
tersebut berupa bekal hidup, bekal hidup tersebut bukan hanya berupa finansial
dan materiil tetapi lebih penting adalah mental, fisik, keahlian dan
keterampilan sehingga menjadi warga yang baik tidak melanggar hukum dan
dapat diterima kembali di kehidupan masyarakat.’® Argumentasi dasar
transformasi sistem pemasyarakatan dengan orientasi pembinaan kepada
narapidana secara konseptual dimaksudkan untuk memberikan jaminan

memberikan bekal dan membentuk sikap mental terpidana agar menginsafi

135 A P Simester, Fundementals of Criminal Law, Responsibilty (Responsibility,
Culpability, and Wrongdoing) (Oxford: Oxford University Press, 2021), 4.

136 Undang-Undang RI No 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

137 Sri Wulandari, “Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan
Terhadap Tujuan Pemidaan,” Jurnal llmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat 9 (2012): 132.
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kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana, memperbaiki diri dan menjadi

insan yang berbudi luhur. Sehubungan dengan masalah pembinaan narapidana,

Pemenuhan tujuan pengintegrasian secara historikal sebagaimana
pertama kali diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia pada pembukaan
Konferensi Dinas Kepenjaraan tanggal 27 April 1964 yang kemudian
dituangkan dalam Program Pemasyarakatan sebagai dasar lahirnya sistem
pemasyarakatan di Indonesia membawa paradigma perubahan dari retributif
menuju pada pemidanaan yang humanis dengan tujuan-tujuan mulia kepada
mantan narapidana, maka dengan itu menetapkan beberapa prinsip pokok

pemasyarakatan dalam perlakuan pembinaan narapidana Indonesia yaitu:

1. “Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal
hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam
masyarakat.

2. Penjatuhan pidana adalah bukan merupakan tindak balas dendam
dari negara.

3. Rasa tobat tidak bisa dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan
pembimbingan.

4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk
atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk ke lembaga
pemasyarakatan.

5. Selama kehilangan kemerdekaan, narapidana harus dikenalkan
masyarakat dan tidak boleh diasingkan.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat
mengisi waktu atu diperuntukan hanya untuk kepentingan lembaga
atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus bersifat
membangun negara.

7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila/

8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukakn sebagai
manusia sekalipun ia telah melakukan tindak pidana, tidak boleh
ditunjukkan bahwa ia adalah penjahat.

9. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung
fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem
pemasyarakatan.”
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Pengembanan peran dan fungsi yang melekat pada kewajiban
pemerintah dalam pemenuhan hak-hak mantan narapidana menjadi suatu
eksistensi yang secara epistimologis dimaksudkan untuk memperoleh
fenomena responsibilty terhadap hak yang bersifat hakekat. Rasionalitas untuk
menopang kewajiban pertanggungjawaban perlindungan hak asasi manusia
terhadap hak yang bersifat hakekat dimaksud, menjadi gerbang utama untuk
melihat tatanan hak dengan berbagai implikasinya baik dalam segi individual
and political rights, social and economic rights, dan cultural. **

Mendudukkan hak asasi mantan narapidana sebagai constitutional
rights dan untuk menjalankan fungsi penjagaannya, maka negara dalam
menjaga kepentingan diatur dalam suatu aturan norma yang mengatur dan
menetapkan hak-hak kedalam pengaturan HAM dan Konstitusi, sehingga tidak
hanya sebagai natural rights, tidak sekedar sebagai legal rights, melainkan
pula diberikan perlindungan tertinggi melalui constitutional rights. Meminjam
pendapat Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti dengan mengkontekstualkan
pengintegrasian mantan narapidana dalam aspek sosial dan ekonomi, maka hak
sedemikian menjadi hak justiciability yang harus dipenuhi karena
menghendaki campur tangan pemerintah.’*® Sehingga determinasi dalam
proses pemidanaan tidak melepaskan embrio HAM yang menjadi

pertimbangan khusus dalam proses pemasyarakatan.

138 Lukman Hakim and Nalom Kurniawan, “Membangun Paradigma Hukum HAM
Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia,” Jurnal Konstitusi 18, no. 4 (2021): 576.

139 Bagir Manan and Susi Dwi Harijanti, “Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia,” PJIH 3, no.
3 (2016): 455-461.
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Tujuan pemidanaan yang dipandang oleh Sahardjo sebegai satu
ketetapan yang menimbulkan rasa nestapa yang karenanya dihilangkan
kemerdekaan bergeraknya dalam lalu lintas sosial masyarakat, pemidanaan
juga dalam waktu yang bersamaan hadir untuk menjadi suatu sistem peradilan
pidana terpadu yang membimbing terpidana agar bertobat dan mendidik
terpidana agar dapat berguna sebagai seorang anggota masyarakat dikemudian
hari. Sehingga penekanan tujuan pemidanaan Indonesia terlihat jelas dalam
cerminan rangkaian norma-norma pengikat sebagai dasar prevensi tujuan
pidana penjara ialah pemasyarakatan.*

Pohon beringin pengayoman dalam pidato Sahardjo yang tidak hanya
memandang pemidanaan sebagai perlindungan kepentingan masyarakat, tetapi
juga melindungi kepentingan terpidana sebagai warga yang berguna di
masyarakat menitikan dua poin penting pengadaan pelembagaan masyarakat
yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai bagian dari justiciability dan
dalam keadaan ini meliputi pemikiran bahwa:**!

1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia,
meskipun ia telah tersesat tidak boleh selalu ditunjukan pada narapidana
bahwa ia itu penjahat, sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia di

pandang dan diperlakukan sebagai manusia.

140 Sahardjo, “Pohon Beringin Pengayoman”, Pidato pada upacara penganugerahan gelar
Doktor Honoris Kausa dalam Ilmu Hukum yang disampaikan pada tanggal 5 Juli 1963, diterbitkan
kembali oleh Pusat Pendidikan dan Pengembangan Kementerian Kehakiman tahun 1994, hlm 21.
141 Ibid, 22
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2. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup
di luar masyarakat, narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai
warga yang berguna, dan sedapat dapatnya tidak terbelakang.

Dua poin penting yang sekiranya menurut penulis menjadi puncak
pemikiran pengintegrasian mantan narapidana untuk dapat kembali ke
masyarakat tidak terlepas dari adanya harapan untuk melindungi hak-hak
mantan narapidana dalam bentuk invisible punishment yang menimbulkan
diskriminasi dalam bentuk apapun. Sehingga dengan demikian, maka peran
krusial yang diembankan kepada pemerintah tidak hanya mengembalikan hak-
hak awal mantan narapidana, tetapi juga membantu narapidana untuk dapat
mendapatkan hak-haknya semula sebagai upaya justiciabilty.

Pembangunan paradigma hukum yang berbasis kewajiban hak asasi
manusia merupakan hal ikhwal yang harus dipahami untuk dapat
merealisasikannya ke dalam norma hukum dan instrumen yang lebih spesifik.
Pembangunan hukum sebagaimana dimaksud merupakan suatu upaya
penguatan secara menyeluruh yang didalam pembahasannya terdapat makna
revisi untuk memperbaiki, meninjau atau memeriksa kembali sesuatu dengan
tujuan pembaruan konsep (conceptual revision) maupun prosedural
(procedural concept).***

SKCK sebagai proponent screening secara tektsual normativitas

peraturan perundang-undangan di Indonesia perlu mengalami retrospectivity.

142 Hakim and Kurniawan, “Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis
Kewajiban Asasi Manusia.”
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Penggunaan kata retrospectivity menjadi suatu rujukan sebagai prinip
involving ‘looking to the past’. Artinya bahwa dalam konteks syarat mutlak
untuk mencapai demokrasi by the rule of law, maka retrospectivity menjadi
suatu prinisp dasar yang melihat ke masa lalu dan mengatur konksekuensi
hukum dari peristiwa yang terjadi sebelum pemberlakuannya serta
mempertimbangkan what is to happen in the future. **3

Pembaharuan melalui penghapusan SKCK sebagai proponent
screening untuk mendapatkan pekerjaan penulis dasarkan pada pemikiran dari
Pearce’s dan Preble’s dalam tulisan Irsyah Dahri S Suhaeb yang menjelaskan
pentingnya retrospectivity to all existing legislations. Memahami dalam
konteks pembaharuan, Pearce menyebutkan bahwa rights and obligations
which are in fact, become the most important aspects in the application of

(new) law. %

Penghapusan SKCK melalui prinsip retrospectivity dalam struktur
pembentukan peraturan perundang-undangan sejalan dengan pertanyaan yang
mendasari pembentukan SKCK sebagai proponent screening. Mendasari
pertanyaan ini, penulis akan mendalami kecacatan transplantasi criminal
records kedalam hirarki peraturan di Indonesia melalui pertimbangan hukum
yang berdasar pada norma-norma pengikat diatasnya.

Dalam upaya penghapusan SKCK sebagai proponent screening untuk

mendapatkan pekerjaan dengan pengujian ketentuan penghapusan norma

143 Irsyad Dhahri S Suhaeb, “Retrospectivity and Human Rights in Indonesia: How I Can
Irregularities Be Resolved,” Jurnal Hukum Internasional 10, no. 2 (2013): 342.

144 Suhaeb, “Retrospectivity and Human Rights in Indonesia: How I Can Irregularities Be
Resolved.”
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berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan akan menimbulkan
dampak yang sangat besar terhadap hak konstitusional warga negara dan
kepentingan umum terutama mantan narapidana.'®® Dari aspek materi muatan
undang-undang, ketentuan Pasal 8 huruf a angka 1 (satu) dan 2 (dua) Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan:
“Pasal 8
Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi
hal-hal yang:
a. mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi:

1. hak-hak asasi manusia;
2. hak dan kewajiban warga negara;”

Konsepsi HAM merupakan embrio penting dalam proses pembentukan
peraturan perundang-undangan. dalam merumuskan dan menyematkan konsep
HAM setidaknya berpaku pada dua komponen pengikat yang harus dipahamai.
Pertama adalah apa yang dipahami sebagai hak asasi dan kedua adalah aspek
apa saja yang akan dilindungi melalui perangkat hak asasi tersebut.'*® Kerangka
legislasi sebagai instrument penting untuk mewujudkan HAM merupakan
korelasi penting antara pembentukan UU dan HAM seabagai validitas formal
dan efektifitas materiil. Artinya bahwa Adapun keberlakuan norma didalam
Undang-Undang terletak kepada kesesuaian kebutuhan norma dan HAM
sebagai kewajiban Negara.

Konstitusi sebagai kerangka kehidupan politik suatu negara secara

norma mengatur tentang kehidupan berngera melalui penjaminan hak dan

145 Muchamad Ali Safa’atl, “Pengujian Ketentuan Penghapusan Norma Dalam Undang-
Undang,” Jurnal Konstitusi 7, no. 1 (2010): 13.

146 Hakim and Kurniawan, “Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis
Kewajiban Asasi Manusia.”
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kewajiban setiap warga negara. Berdasarkan ketentuan BAB XA UUD 1945
tentang Hak Asasi Manusia, memaknakan fungsi UUD secara ideal sebagai
cantolan norma dalam proses pembentukan undang-undang melalui ketentuan
hirarki berjenjang. Sehingga konsitensi, koherensi serta korespondensi antara
UUD dan peraturan dibawahnya menjadi konreitasi kepentingan rakyat. */

Ketentuan Pasal 28B UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pada konteks ini, HAM
menjadi dimensi hukum yang mengartikulasikan pertanggungjawaban negara
terhadap crimes againts humanity. Hal ini menurut Bivitri Susanti, penyematan
frasa “setiap orang” menjadi pembebanan pertanggungjawaban kepada
pemerintah untuk melaksanakan secara khusus melalui peraturan perundang-
undangan yang adil serta tidak bersifat diskriminatif.’*® Pengakuan ketentuan
ini juga tercantum di dalam Pasal 281 dalam UUD ini yang menyatakan “Setiap
orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan
berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat
diskriminatif itu”

Secara fungsional, non-diskriminasi pada hakikatnya adalah asas dalam
rangka implementasi perlindungan HAM terkait dengan kewajiban negara

terhadap semua jenis HAM. Perlindungannya bersifat accessory, yaitu: “it can

47 Ricca Anggraeni, “Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam

Pembentukan Undang-Undang,” Masalah-Masalah Hukum 48, no. 3 (2019): 285.

148 Utami Argawati, “Konstitusi Indonesia Melindungi HAM Setiap Orang Termasuk

WNA,” mkri,id, 2023,
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835&menu=2#:~:text="Setidaknya
terdapat dua undang-undan g,tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
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only be applied when any of those rights or freedoms has been violated”.**
SKCK sebagai proponent screening untuk mendapatkan pekerjaan setidaknya
dalam hiraraki perundang-undangan terutama dalam tatanan aturan hak asasi
manusia sebagai embrio legisislasi telah melanggar ketentuan norma diatasnya.
Hal ini penulis dasarkan pada implementasi SKCK yang berakhir dengan
tindakan diskriminasi kepada mantan narapidana dalam upaya mendapatkan
pekerjaan. Adapun pasal-pasal yang dilanggar dengan adanya SKCK sebagai
proponent screening penulis sajikan pada table berikut.
Tabel 3.3

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

No Pasal Ayat

1 Pasal 3 1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan
martabat manusia yang sama dan sederajat serta
dikaruniai akal dan hati murni untu k hidup
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam
semangat persaudaraan;

2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta
mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang
sama di depan hu kum;

3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi
manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa

diskriminasi.

2 Pasal 9 1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan
hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;

149 Titon Slamet Kurnia, “Mahkamah Konstitusi Dan Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan
Diskriminasi,” Jurna Konstitusi 12, no. 1 (2015): 23.
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2)

3)

Setiap orang berhak tenteram, aman, damai,
bahagia, sejahtera lahir dan batin;
Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik

dan sehat.

Pasal 15

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak
pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun
kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan

negaranya.

Pasal 33

1))

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan,
penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak
manusiawi, merendahkan derajat dan martabat

kemanusiaannya.

Pasal 36

1))

Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri
maupun bersama-sama dengan orang lain demi
pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan
masyarakat dengan cara yang tidak melanggar

hukum.

Pasal 38

1)

Setiap warga negara, sesuai dengan bakat,
kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan

yang layak.

Dalam konteks ini tujuan asas non-diskriminasi adalah “to allow all

individuals an equal and fair prospect to access opportunities available in a

society. Artinya bahwa tidak ada satupun ketentuan dalam perundang-

undangan yang boleh diartikan bahwa pemerintah atau pihak manapun

dibenarkan untuk mengurangi, merusak atau menghapuskan hak asasi manusia

terutama hak dasar sebagai hal ikhwal yang diatur dalam Undang-Undang
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tentang HAM. Pemikiran inilah yang kemudian dijelaskan oleh Paul Sieghart

ITXL

bahwa ““no such differentiation is today permissible in the case of ‘human’
rights ... the law must treat all members of the protected class with complete
equality, regardless of their particular circumstances, features or
characteristics ”.*>°

Penghapusan SKCK sebagai proponent screening untuk mendapatkan
pekerjaan juga didasarkan pada argumentasi penulis yang secara normatif
memandang SKCK melalui legalitas PERKAPOLRI Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bertentangan dengan
peraturan diatasnya karena menimbulkan praktek diskriminasi tidak langsung
yang mengartikulasikan SKCK melalui konsep HAM dan diskriminasi “a
practice, rule, requirement or condition is neutral on its face but has a
disproportionate effect on particular groups without any objective
Jjustification”.*!

Ambiguitas SKCK dalam tatanan norma hirarki perundang-undangan
sebagaimana yang penulis argumentasikan diatas melihat pada pertimbangan
hukum pembentukan PERKAPOLRI No 6 Tahun 2023, menimbang “bahwa
untuk melaksanakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait

penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat salah satunya diwujudkan

dengan menerbitkan surat keterangan catatan kepolisian”.

150 Paul Sieghart, The International Law of Human Rights (Oxford: Clarendon Press,
1983), 17.
151 Nihal Jayawickrama, The Judicial Application of Human Rights Law: National,
Regional and International Jurisprudence (Cambridge, United Kingdom: Cambridge University

Press, 2002), 175.
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Dalam beberapa literature terbaru dengan judul Ban the Box, Criminal
Records and Racial Discrimination. Menjelaskan penelitiannya pada tahapan
yang memandang bahwa catatan kriminal (SKCK) dalam mendapatkan
pekerjaan merupakan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga
dewasa ini, negara yang diatur oleh rule of law yang mengedepankan dasar-
dasar demokrasi serta penjaminan hak asasi sehausnya telah berada pada
provides services for inmates and those who have been released to apply for
post-release financial assistance. Hal ini menurut Sunee Kanyaji dikarenakan
beban pemerintah dalam pemenuhan kewajibannya sebagai pelaksana penting
konstitusi. 2

“the primary success factor in supporting exoffenders is government

management equipped with the means to offer comprehensive welfare

for all citizens regardless of their status. If such a person commits a

crime, the government must give constant help, from entering the legal

system to being sentenced for a crime and incarceration. Before
convicts enter prison, the government must give aid ranging from
providing a lawyer or financial support to private problems such as

finding a job or a place to live. This is intended to facilitate
reintegration after release.”

Pertimbangan penghapusan SKCK sebagai proponent screening untuk
mendapatkan pekerjaan berikutnya akan penulis urai dalam rangkaian dialog
yang penulis lakukan dengan Ibu Karnia Rahma Nureda selaku Analisi
Kebijakan Ahli Pratama Komnas HAM. Dialog ini dilakukan secara daring

pada tanggal 15 Agustus 2024 di Jakarta. Pertanyaan ini penulis fokuskan pada

152 Kanyaji et al., “Feasibility of Establishment of the Funds to Support the Ex-Offender’s
Life after Release.”
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dampak yang ditimbulkan SKCK terhadap mantan narapidana untuk

mendapatkan pekerjaan. Adapun rumusan pertanyaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Rumusan Pertanyaan Kepada Komisi HAM Republik Indonesia

Pertanyaan

Bagiamana Pandangan Komnas HAM mengenai hak asasi mantan
narapidana dalam konteks integrasi kembali ke masyarakat setelah
menjalani hukumannya?

Bagaimana pandangan Komnas HAM melihat dampak sosial dan
psikologis dari labeling terhadap mantan narapidana melalui SKCK?

Bagaimana pandangan Komnas HAM terkait SKCK yang dibutuhkan
sebagai syarat dalam mencari pekerjaan?

Dalam pandangan Komnas HAM, apakah kebijakan terkait SKCK
mempengaruhi hak asasi mantan narapidana?

Apakah ada undang-undang atau peraturan yang perlu direvisi untuk
melindungi hak asasi mantan narapidana dari dampak negatif lableling?

Bagaimana peran Komns HAM dalam mengadvokasi perubahan kebijakan
yang lebih adil terkait denganSKCK?

Apakah Komnas HAM mempunyai data studi kasus mengenai mantan
narapidana yang mengalami diskriminasi akibat dari SKCK?

Memperhatikan serta menimbang hasil rangkaian dialog antara penulis
dan narasumber selaku salah satu pejabat di Komnas HAM. Maka kutipan
langsung dari dialog ini akan penulis persempit kepada pembahasan inti yang
berkaitan dengan eksistensi SKCK dan HAM serta diskriminasi. Adapun hasil
dari dialog yang penulis bangun dengan narasumber Ibu Karnia Rahma Nureda
akan penulis rangkum dalam satu kesatuan kalimat.

Secara konseptual, Komnas HAM memandang bahwa Hak Asasi

mantan narapidana merupakan hak yang dijamin berdasarkan ketentuan UUD
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1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Mantan narapidana yang
telah selesai menjalankan hukumannya, berdasarkan ketentuan ini maka
berasas dan berdasar kembali pada penjaminan bahwa “Setiap orang berhak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai bagian dari tanggung jawab
negara terutama pemerintah.

Dalam tatanan hukum tentang penjaminan HAM, secara norma tidak
membebankan satu ketentuan yang membenarkan tindakan “kelas sosial”
terutama negara melalui peraturannya. Diskriminasi baik langsung maupun
tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah melalui SKCK untuk
mendaptkan pekerjaan dewasa ini tidak hanya dilakukan pihak lain
‘perusahaan’ saja, tetapi labeling ini juga hadir melalui ketentuan dan ketetapan
beberapa instansi pemerintahan yang mensyaratkan SKCK sebagai proponent
screening termasuk pula Komnas HAM itu sendiri.

Pertimbangan penghapusan SKCK sebagai proponent sceening dalam
upaya mendapatkan pekerjaan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 2/PUU-XX/2022 dalam dalil pemohon menyatakan bahwa “SKCK yang
diterbitkan oleh Kepolisian NegaraRepublik Indonesia dapat dimaknai
sebagai perbuatan sewenang-wenang penguasa yang tidak memiliki
legitimiasi dalam UUD”. Gugatan konstitusional sebagai dasar ‘hak untuk
mendapatkan persamaan yang adil tanpa adanya diskriminasi’ memperkuat

argumentasi realita dampak SKCK terhadap mantan narapidana.
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Tekstualitas SKCK sebagai proponent screening dalam pertimbangan
hakim MK pada halam 64 mensyaratkan pada pembahasan yang menekankan
bahwa “apapun model ataupun format SKCK dimaksud, hal tersebut tidak
boleh menjadi penghalang.....” Pertimbangan hukum ini kemudian sejalan
dengan alasan pembenar penghapusan SKCK sebagai syarat untuk
menadaptkan pekerjaa sebagaimana yang telah penulis argumentasikan pada
BAB ini.

Pertimbangan penghapusan SKCK juga penulis dasarkan pada
pandangan Komnas HAM bahwa SKCK secara administrasi merupakan suatu
yang tidak bersifat diskiriminasi. Tetapi penggunaan SKCK sebagai
pertimbangan untuk menentukan kelayakan berakhir pada hal yang
diskriminasi. Sehingga pertimbangan inilah yang mencederai hak

konstitusional seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. **3

153 Wawancara Bersama Komnas HAM pada tanggal 15 Agustus 2024
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Konsep stigmanisasi labeling mantan narapidana melalui SKCK
berdasarkan pada kajian filosofis dan yuridisis merumuskan permasalahan
SKCK sebagai proponent screening untuk menjadi syarat dalam
mendapatkan pekerjaan berakhir pada ketetapan yang diskriminatif karena
menimbulkan labelisasi kepada mantan narapidana.

SKCK sebagai pertimbangan menentukan kelayakan seseorang secara sadar
telah menggali kembali kuburan stigmanisasi bagi mantan narapidana.
Realita ini juga menunjukan bahwa stigmanisasi melalui SKCK menjadi
salah satu hambatan bagi mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan

karena catatan kriminal yang dimilikinya.

. Kehadiran PERKAPOLRI No 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan SKCK

dalam tekstual hirarki perundang-undangan secara normatif telah
bertentangan dengan asas dan tujuan pembentukan undang-undang. Adapun
asas penting yang dilanggar meliputi asas non-diskriminasi dan humanisasi

sebagai embrio penting dalam pembentukan perundang-undangan.

B. Saran

1.

Dalam proses transplantasi norma ke dalam peraturan perundang-undangan
di Indonesia, pemerintah harus memahami secara seksama nilai-nilai yang

tertanam sebagai tujuan pembentukan norma. Filterisasi sosiologis dan
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filsofis menjadi penting mengingat kemajemukan dan perbedaan pandangan
hukum antara Indonesia dan negara lainnya.

. Pemerintah melalui perannya sebagai pelaksana pencapaian kehidupan
yanglayak bagi rakyatnya sudah seharusnya menjadi activator untuk
menimbulkan rasa persamaan dan keadilan serta melepaskan stigmanisasi
yang berpotensi timbul dari rakyat.

. Belatar belakang pada permasalahan SKCK sebagai proponent screening,

maka sudah tepat untuk pemerintah mengkaji ulang urgensi dari SKCK.
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